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Nasab merupakan satu unsur penting dalam sebuah keluarga. Konsekuensi
hukum adanya nasab adalah adanya kewajiban natkah dari ayah kepada anak.
Islam menetapkan pertalian nasab sebagai sebab adanya nafkah terhadap seorang
anak. Namun demikin, dalam kasus anak zina, Mejlis Ulama Indonesia
menetapkan kewajiban seorang laki-laki zina untuk memenuhi kebutuhan anak
zina. Untuk itu, masalah penelitian ini yaitu bagaimana hubungan antara
keterikatan nasab dengan kewajiban terhadap pemenuhan natkah anak dalam
hukum Islam, serta bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan oleh
Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan kewajiban pemenuhan kebutuhan
hidup anak yang lahir di luar nikah oleh laki-laki yang menyebabkan
kelahirannya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka. Data-
datanya dikumpulkan dan dianalisa melalui metode deskriptif-analisis. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa antara nasab dengan kewajiban terhadap
pemenuhan nafkah anak dalam hukum Islam memiliki hubungan timbal balik.
Kewajiban nafkah anak atas seseorang baru ada ketika adanya hubungan nasab.
Konsep kewajiban nafkah anak dalam Islam merupakan bagian konsekuensi
adanya nasab. Hubungan nasab ini baru ada ketika didahului oleh hubungan
perkawinan yang sah. Dalil hukum yang digunakan Majelis Ulama Indonesia
dalam menetapkan kewajiban pemenuhan kebutuhan hidup anak yang lahir di
luar nikah oleh laki-laki yang menyebabkan kelahirannya yaitu dalil dari kaidah
fighiyyah, yang menyatakan kemudharatan sedapat mungkin harus dihilangkan.
Kemudharatan bagi anak zina harus dihilangkan dengan menghukum laki-laki
pezina untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang dihasilkannya. Metode
istinbat hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia aitu melalui
metode maslahah. Perlindungan dan kemaslahatan hidup anak harus ditegakkan
melalui wewenang pemerintah menghukum fa Zir pelaku zina untuk memenuhi
kebutuhan hidup anak zina. Sebagai saran, hendaknya, putusan fatwa MUI
Nomor 11 Tahun 2012, khususnya pada poin ke 5 huruf a yang menyatakan
kewajibkan pelaku zina untuk mencukupi kebutuhan hidup anak yang dihasilkan,
tidak dimaknai sebagai kebutuhan nafkah, atau tanggung jawab ayah biologis,
melainkan harus dimaknai sebagai hukuman dari pemerintah.
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TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya
dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata
Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No. | Arab Latin Ket No. | Arab | Latin Ket
1 | Tidak 1 5 ; t dengan titik di
dilambangkan ’ bawahnya
> o b \Y 5 . z dengan titik di
’ i bawahnya
3 < t YA & ¢
. s dengan titik di | |4 .
4 - s atasnya ¢ gh
5 d i AR o f
h dengan titik di
AR 3
6 c h bawahnya c d
7 d kh YY 4 k
8 3 d Yy J 1
9 3 5 zdengan titik di | R m
atasnya
10 J r Yo O n
11 J z AN ) w
12 o S Yv ° h
13 i sy YA s ’
sdengan titik di | 4
14 e 3 bawahnya ¢ y
15 Ui d d dengan titik di
bawahnya

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:
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Tanda Nama Huruf Latin
Fathah a
Kasrah 1
Dammah u

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
$ o Fathah dan ya ai
5 O Fathah dan wau au
Contoh:
S = kaifa,
Jds  =haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
@/ Fathah dan alif atau ya a
S Kasrah dan ya 1
50 Dammah dan wau a
Contoh:
6= qala
<) =rama
Jé = qila

J54 = vaqiilu
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Ta Marbutah (3)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.
Ta marbutah ( %) hidup
Ta marbutah ( 3) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.
Ta marbutah ( %) mati
Ta marbutah ( &) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.
Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( %) diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta

marbutah (®) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

JWY\ 3393} : raudah al-atfal/ raudatul atfal
g}}v&j‘ Z‘-J-\-d\ : al-Madinah al-Munawwarah/

al-Madmmatul Munawwarah

b Talhah

Modifikasi

1.

Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai
kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir,

bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum keluarga Islam telah menentukan mengenai hak-hak dan
kewajiban-kewajiban masing-masing anggota keluarga. Misalnya seorang isteri
mempunyai hak untuk diberi nafkah, dan pemenuhannya wajib dilaksanakan oleh
pihak suami sebagai bagian dari kewajibannya. Begitu pula antara anak dengan
ayah, seorang ayah berkewajiban untuk melengkapi kebutuhan hidup anak, mulai
dari pendidikan serta kebutuhan-kebutuhan yang bersifat materi lainnya.
Kewajiban ayah terhadap seorang anak ini tentunya dibatasi oleh adanya
keterikatan nasab. Hubungan hak dan kewajiban dalam sebuah keluarga
merupakan bagian dari adanya kausalitas hukum yang menyertainya. Hubungan
kausalitas tersebut dimaksudkan bahwa terdapat keadaan yang menjadi sebab
kewajiban itu ada. Misalnya, kewajiban nafkah terjadi karena adanya keterikatan
nasab, sedangkan nasab tersebut diperoleh ketika didahului oleh adanya
perkawinan yang sah.

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk
isteri dan anak-anaknya.' Terkait dengan hal ini, al-Quran surat al-Baqarah ayat
233 mengajarkan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban
memberi nafkah kepada ibu anak-anak (isteri yang telah menjadi ibu) dengan cara

yang makruf. Kewajiban nafkah ini harus sesuai dengan kadar kemampuan.

'H.MLA. Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap, cet. 2,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 164.



Dalam Islam, ditentukan pula bahwa waris atau anak keturuanan (dalam lingkup
pertalian nasab) juga berkewajiban memberi natkah. Adanya kewajiban natkah ini
juga berdasarkan beberapa ayat, misalnya dalam surat Al-Isra’ ayat 23 dan surat
al-Lugman ayat 15. Pada intinya, ketentuan pada ayat tersebut yaitu anak
berkewajiban untuk memberi nafkah kepada orang tuanya apabila mereka
memerlukan. Hal tentu tidak berlaku terhadap orang yang sama sekali tidak ada
keterikatan nasab di dalamnya. Sedangkan ayah dengan anak, masing-masing
mereka memiliki keterikatan nasab sebagai dasar adanya kewajiban tersebut.

Terkait dengan kewajiban nafkah terhadap anak, tentunya yang pertama
kali harus diperhatikan yaitu kedudukan anak itu sendiri, apakah anak sah atau
tidak. Hukum Islam menentukan bahwa pada dasarnya keturunan anak adalah sah
apabila pada permulaan kehamilan antara ibu anak dengan laki-laki yang
menyebabkan kehamilan terjadi dalam hubungan perkawinan yang sah. Untuk
mengetahui secara hukum apakah anak dalam kandungan berasal dari suami ibu,
maka ditentukan berdasarkan kehamilan. Ulama sepakat bahwa masa terpendek
dari kehamilan seorang ibu adalah enam bulan.

Dengan demikian, apabila seorang perempuan melahirkan dalam
perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki, tetapi jarak waktu antara
terjadinya perkawinan dengan saat melahirkan kurang dari enam bulan, maka
anak yang dilahirkannya bukan anak yang sah dari suami ibunya.’ Apabila
seorang perempuan diketahui telah hamil sebagai akibat hubungan zina, kemudian

dikawinkan dengan laki-laki yang menyebabkan ia hamil, serta melahirkan

’A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. 3, (Banda Aceh: PeNA,
2010), hlm. 175.



kandungannya lebih dari enam bulan dari waktu perkawinan dilakukan, maka
kedudukan anak tersebut hanya menjadi anak sah dari ibunya saja, bukan anak sah
dari bapaknya. Antara anak tersebut dengan anak-anak dari ibu bapaknya yang
lahir kemudian mempunyai hubungan saudara seibu.

Alasannya adalah karena anak tersebut telah ada dalam kandungan
sebelum terjadi perkawinan, meskipun ia lahir dalam perkawinan yang sah antara
laki-laki yang menyebabkan kehamilan dengan ibu yang melahirkannya. Anak
merupakan sebuah generasi, dimana ayah berkewajiban untuk mencukupi semua
kebutuhan anaknya yang masih kecil sampai ia berdiri sendiri.’ Seorang ayah
kandung berkewajiban untuk memberikan nafkah anak kandungnya, dan seorang
anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik
pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kebutuhan lainnya.*

Agama Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban
suami isteri dalam keluarga, di antaranya masalah nafkah, sebagaimana firman

Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233 yaitu sebagai berikut:

gbhajféﬁu\q\J\uAudﬁlqu B3l Gt ST
“A;‘Y‘w&u&yu)ﬂb&@ JQ@SJ 35345‘@55
U\HU\UU@C@)@JJM ug_mua\}ucyuaé\s\j

2G50

6575 Cayaally \cuﬁdu\a\;ﬁlbcﬁi)«s(&ﬂ

@ o

S 5 olaa L i

°

z

P
\ e b
-z
i

T\

*A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. 3, (Banda Aceh: PeNA,
2010), hlm. 178

Satria Efendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Kontemporer: Analisis
Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 157



Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun
penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban
ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma ruf.
Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan
seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.
Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan
keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan
Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha

Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah: 233).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa natkah menjadi tanggung jawab suami
untuk memenuhi kebutuhan anak dan isteri dalam sebuah rumah tangga.
Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan
keutuhan sebuah keluarga. Nafkah menjadi kewajiban suami semenjak akad
perkawinan dilangsungkan.

Sedangkan jika dikaitkan dengan pemenuhan terhadap nafkah anak di luar
perkawinan yang sah, menurut Wahbah Zuhaili, bahwa anak dengan ibu secara
alami telah mempunyai hubungan nasab dari setiap sisi kelahiran, sehingga baik
dari hal waris maupun terhadap pemenuhan nafkah masing-masing mereka
memiliki hubungan timbal balik. Kaitannya dengan anak zina atau anak luar
nikah, ulama sepakat bahwa antara anak dengan ayah terputus nasabnya, sehingga
hak-hak keperdataannya juga terputus, seperti hak waris dan nafkah, ini
disebabkan oleh kelahiran anak yang dihasilkan dari hubungan tidak syar 7.’

Terdapat pengaruh yang sangat besar terhadap ada tidaknya suatu

hubungan perkawinan. Umat Islam secara keseluruhan sepakat bahwa terdapat

SWahbah Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, ed. In, Fikih Islam wa Adillatuhu, Hak-
hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani), jilid 10, (Jakarta: Gema
Insani, 2011), him. 488.



konsekuensi hukum yang timbul terhadap hubungan yang dilandasi dengan
perkawinan yang sah, tentu dalam konteks ini dimaksudkan adalah adanya
hubungan nasab antara anak dengan orang tuanya. Sebaliknya, jika anak tersebut
dihasilkan dari hubungan yang tidak diakui secara syara’—hubungan yang tidak
sah atau di luar perkawinan yang sah—maka akan berkonsekuensi tidak diakuinya
nasab anak kepada ayahnya. Ketika nasab tidak ada, maka urusan keperdataan
antara anak dengan seorang ayah akan terputus, baik itu masalah kewarisan
maupun masalah pemenuhan kebutuhan natkah anak juga terputus. Dari hal ini
dapat dipahami bahwa tidak ada jalan lain untuk menghubungkan antara
keduanya, yaitu antara anak zina dengan laki-laki yang menyebabkan
kelahirannya. Untuk itu, dapat simpulkan bahwa yang dimaksudkan anak zina
yaitu anak yang secara hukum tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah
biologisnya, karena dibuahi diluar perkawinan yang sah menurut hukum Islam.
Terkait dengan kedudukan anak hasil zina, Mahkamah Konsitusi
(selanjutnya ditulis MK) telah memutus perkara uji materil (yudisial review) atas
Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan
putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak di luar nikah. Perkara
tersebut yang diputus oleh MK terkait permohonan pengakuan hukum atas anak
yang dilahirkan oleh Machicha Muchtar dengan Moerdiono. Di mana, anak
mereka dilahirkan di luar pernikahan. Berdasarkan pertimbangannya, MK
memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki
yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab. Karena, kalau tidak

ada tanggung jawab maka akan terjadi diskriminasi atas anak. Pada intinya, anak



luar nikah, menurut MK dipandang mempunyai hubungan perdata dengan ibunya
dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut
hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga
ayahnya.

Bersamaan dengan itu, pada tahun 2012 Majelis Ulama Indonesia telah
mengeluarkan fatwa terkait dengan perlakuan dan perlindungan hukum terhadap
anak zina, tepatnya fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil
Zina dan Pelakuan Terhadapnya. Dalam putusannya, tepatnya pada poin ke lima
dinyatakan bahwa seorang laki-laki pezina tetap berkewajiban untuk memenuhi
kebutuhan hidup anak, artinya wajib menafkahi anak hingga mampu untuk berdiri
sendiri sebagai hasil dari benih laki-laki tersebut. Selain itu, ditetapkan pula bagi
anak mendapat harta melalui jalan wasiat wajibah dari ayahnya.

Fatwa ini dikeluarkan atas dasar maraknya pertanyaan dari masyarakat
akan adanya hubungan keperdataan anak zina dengan ayahnya, yang diawali
dengan diputuskannya perkara uji materiil yang diajukan oleh Machicha Muchtar
kepada Mahkamah Konstitusi pada bulan februari tahun 2012 No. 46/PUU-
VII/2010.° Terkait dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut, diperoleh
gambaran hukum bahwa kewajiban seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan
anak zina tidak hanya ditentukan oleh adanya keterikatan nasab. Padahal, dalam
Islam telah ditetapkan bahwa adanya kewajiban seseorang terhadap pemenuhan

nafkah dikarenakan adanya sebab yang mendahuluinya, yaitu adanya keterikatan

SFatwa Majelis Ulama Indonsia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil
Zina dan Perlakuan Terhadapnya.



nasab sebagai bagian dari pertalian kekerabatan antara seseorang dengan orang
lain. Oleh karena itu, permasalahan ini menurut penulis perlu untuk diteliti dan
dikaji ulang terkait dengan hubungan hukum antara kewajiban nafkah dan
hubungannya dengan status nasab seseorang. Untuk itu, permasalahan yang ingin
diangkat dalam tulisan ini berjudul “Hubungan Kewajiban Nafkah Anak
Dengan Pertalian Nasab (Analisis Tentang Pemenuhan Kebutuhan Hidup

Anak Zina Dalam Fatwa Mui Nomor 11 Tahun 2012)”.

1.2. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas, penulis membuat pertanyaan
penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana hubungan antara keterikatan nasab dengan kewajiban terhadap
pemenuhan nafkah anak dalam hukum Islam?
2. Bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama
Indonesia dalam menetapkan kewajiban pemenuhan kebutuhan hidup anak

yang lahir di luar nikah oleh laki-laki yang menyebabkan kelahirannya?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun
tujuan penelitian yang ingin dicapai dari kasus yang terjadi ialah:
1. Untuk mengetahui hubungan antara keterikatan nasab dengan kewajiban

terhadap pemenuhan nafkah anak dalam hukum Islam.



2. Untuk mengetahui metode istinbat hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama
Indonesia dalam menetapkan kewajiban pemenuhan kebutuhan hidup anak

yang lahir di luar nikah oleh laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk lebih memudahkan dalam memahami tulisan ini, terlebih dahulu
perlu dijelaskan mengenai istilah-istilah terkait permaslahan. Adapun istilah-
istilah yang ingin dijelaskan yaitu sebagai berikut:
1. Hubungan

Menurut bahasa, kata hubungan berasalal dari kata “hubung”, yang berarti
bersambung atau berangkai (yang satu dengan yang lain), bertalian (dengan),
berkaitan (dengan), atau bersangkutan. Sedangakan kata “hubungan” itu sendiri
mengandung arti keadaan berhubungan, sangkut-paut, ikatan, pertalian, ikatan
yang disebabkan oleh peristiwa hukum, atau hubungan sebab akibat.” Jadi, yang
dimaksud dengan hubungan di sini adalah suatu keadaan adanya keterkaitan
antara satu masalah dengan masalah yang lain. Dalam konteks skripsi ini, istilah
hubungan diarahkan keterkaitan antara kewajiban nafkah dengan hubungan darah.
Adanya kewajiban nafkah lantaran ada hubungan darah (nasab). Untuk itu,
hubungan di sini lebih kepada satu masalah hukum (masalah kewajiban natkah),
dengan masalah hukum lainnya (masalah nasab).

2. Kewajiban natkah anak

"Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonsia, cet. 5, (Jakarta: Pustaka Phoenix,
2009), him. 390.



Kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan oleh seseorang terhadap orang
lain. Dalam hubungan suami, isteri serta anak-anaknya dalam rumah tangga,
suami mempunyai hak dan begitu pula isteri dan anaknya mempunyai hak.
Dibalik itu suami mempuyai beberapa kewajiban.® Sedangkan yang dimaksud
dengan kata nafkah berasal dari kata infaq, berarti berkurang, hilang atau pergi,
dan mengeluarkan.” Bentuk jamak atau plural dari kata infag yaitu “nafaqah”
yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh
seseorang untuk keperluan keluarganya. '

Sedangkan menurut Abdul Majid Mahmud Mathlub,'' maksud dari nafkah
adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, seperti makanan, pakaian,
tempat tinggal, bantuan dan seluruh kebutuhannya menurut yang berlaku dalam
tradisi setempat. Dinyatakan pula bahwa nafkah adalah makanan, pakaian dan
tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang wajib menerima itu semua,'
serta mencukupkan segala keperluan, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal,
pembantu rumah tangga dan pengobatan, sebagaimana Firman Allah. QS. Al-

I3

Bagarah ayat 233 menjelaskan bahwa: “...Dan Kewajiban ayah memberi Makan

dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani

Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Figh, Munakahat dan
Undang-undang Perkawinan. cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada, 2006), hlm. 159.

’Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia, cet. 7, (Surabaya:
Pustaka Progressif, 1997), hlm. 449.

""Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, ed. In, Figih Islam wa Adillatuhu;
Hak-Hak Anak, Wasiat,Wakaf, Warisan, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta:
Gema Insani, 2011), him. 94.

""Abdul Majid Mahmud Mathlub, al-Wajis fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyyah, ed. In,
Panduan Hukum Keluarga Sakinah, (terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era
Intermedia, 2005), hlm. 616.

"2Abu Bakar Jabir al-Jazairy, Minhaj al-Muslim, ed. In, Panduan Hidup Seorang Muslim,
(terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), cet. 1, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), him.
863.
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melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya...”.

Sedangkan definisi anak secara sederhana seperti yang dijelaskan oleh C.
Takariawan bahwa anak adalah orang yang masih kecil hingga telah baligh, dalam
artian anak telah mempunyai beban hukum." Jadi, dalam pembahasan ini
dijelaskan bahwa kewajiban nafkah anak adalah segala kebutuhan anak harus
dipenuhi baik itu makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan seluruh
kebutuhan hidupnya.

3. Pertalian nasab

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia “Pertalian” ialah perhubungan,
sangkut paut (kekeluargaan) atau perkariban.'* Sedangkan nasab menurut Wahbah
al-Zuhaili didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan
suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan
bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah
bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan
demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu
pertalian darah."

Jadi, pertalian nasab yaitu hubungan sebuah keluarga berdasarkan
hubungan anak dengan orang tua mengenai kepada siapa nasab seorang anak yang

dihasilkan dalam perkawinan yang sah dinasabkan. Penelitian ini akan membahas

tentang pemenuhan nafkah anak yang lahir di luar nikah dan menyebabkannya

BCahyadi Takariawan, Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami; Tatanan Dan Peranannya
Dalam Kehidupan Masyarakat, cet. 5, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), him. 308

“Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (edisi ketiga,
Jakarta: Balai Pustaka 2005), him. 450.

“Wahbah al-Zuhaili, Al-Figh al- Islami..., jilid 11, hlm. 7247.
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putus hubungan nasab akibat kelahirannya diluar perkawinan yang sah, serta
segala hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya tidak terdapat hak dan
kewajiban. Dan anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata

dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tulisan-tulisan
yang ada mempunyai persamaan yang justru bisa dijadikan sumber data dalam
penulisan skripsi ini, disamping untuk melihat perbedaan-perbedaan mendasar
mengenai perspektif yang digunakan. Selain itu, dimaksudkan untuk memberikan
informasi mengenai tulisan yang ada, sehingga dapat menghindari plagiasi isi
secara keseluruhan. seperti Kemudian dalam skripsi Muhammad Rizal, Fakultas
Syari’ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang berjudul, “ Igrar bi al-Nasb Anak
Yang Lahir Kurang dari Enam Bulan Masa Pernikahan (Kajian Pemikiran
Wahbah Zuhaili)”. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai teori mengenai konsep
igrar bi al-nasb. Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai konsep igrar dalam
Islam.'® Di dalamnya dijelaskan tentang pengertian igrar bi al-nasb, komentar
ulama terhadap perlindungan nasab anak luar nikah melalui konsep igrar bi al-
nasb, bentuk-bentuk igrar bi al-nasb dalam Islam. Pada bab selanjutnya
dijelaskan tentang konsep igrar bi al-nasb kajian pemikiran Wahbah Zuhaili. Inti

dari pembahasan ini adalah pendapat Wahbah Zuhaili terkait dengan perlindungan

"®*Muhammad Rizal, Igrar bi al-Nasb Anak Yang Lahir Kurang dari Enam Bulan Masa
Pernikahan (Kajian Pemikiran Wahbah Zuhaili) (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas
Syari’ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, him. 49.
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hukum terhadap anak yang dilahirkan di luar batas minimal kehamilan, serta
dijelaskan pula tentang analisis penulis terhadap pemikiran Wahbah Zuhaili.

Kemudian dalam skripsi Hendri, Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry Banda
Aceh, yang berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Luar Nikah dan
Kaitannya Terhadap Kewarisan, (Analisa Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-
1X/2010)”."" Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai alasan Mahkamah Konstitusi
memutus dan menetapkan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya.
Selain itu dijelaskan pula mengenai perlindungan hukum bagi anak luar nikah
terkait pemenuhan haknya dalam persoalan nafkah, perwalian serta warisan.

Kemudian dalam skripsi Farid Ahkram, Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry
Banda Aceh, yang berjudul; “Istilhdq Anak di Luar Nikah; Kajian Pemikiran Ibnu
Taimiyah)”.'"® Di dalamnya dijelaskan bahwa nasab anak di luar nikah hanya
kepada ibu dan keluarga ibunya, pendapat ini menjadi kesepakatan hukum para
ulama dengan mengingat adanya hadits yang mengaturnya. Pada Bab III,
dijelaskan pula mengenai pendapat ibnu Taimiyah berikut argumentasinya
mengenai tata cara istilhdq (pengakuan seorang lelaki terhadap seorang anak
sebagai anaknya).

Dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas, penulis
menemukan adanya permasalahan lain yang perlu dikaji terkait dengan putusan
MUI terkait kewajiban ayah biologis dalam memenuhi, pemenuhan kebutuhan

hidup anak zina dalam fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012. disamping itu belum

"Hendri, Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Luar Nikah dan Kaitannya Terhadap
Kewarisan;, Analisa Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-IX/2010, (Skripsi yang tidak
dipublikasikan). Fakultas Syari’ah TAIN Ar-Raniry Banda Aceh, hlm. 31

"Farid Ahkram, Istilhdaq Anak di Luar Nikah; Kajian Pemikiran Ibnu Taimiyah, (Sripsi
yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, hlm. 23



13

ada yang membahas secara intens mengenai objek penelitian serta fokus masalah

yang penulis ingin kaji.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penulisan dan penyusunan suatu karya ilmiah, metode penelitian
merupakan suatu hal yang dianggap penting untuk dapat mencapai tujuan dan
sasaran target yang dituju secara efektif. Oleh karena itu, metode penelitian
haruslah mempunyai relevansi yang sangat kuat dengan masalah yang ingin
dibahas."” Untuk membantu dan memudahkan dalam penyusunan skripsi ini agar
lebih terarah dan rasional memerlukan suatu metode.

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah kualitatif, yaitu metode
penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.*’
Dalam hal ini, objek yang dimaksudkan yaitu telah difatwakanya status anak zina
oleh MUI, yaitu fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil
Zina dan Pelakuan Terhadapnya. Fatwa inilah yang menjadi kajian spesifik
penelitian ini, fokusnya pada muatan poin hukum fatwa tentang penetapan
kewajiban pemenuhan kebutuhan hidup anak yang lahir di luar nikah oleh laki-
laki yang menyebabkan kelahirannya.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
jenis penelitian pustaka (library research), yaitu menelusuri atau mengkaji

berbagai buku dan tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, baik data

PPeter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Gruop, 2013), him. 128.
*Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1.
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primer maupun data sekunder,”’ yang sesuai dengan obyek yang akan menjadi

kajian penelitian alam pembahasan ini, sebab metode ini berfungsi sebagai cara

mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang optimal.*
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan obyek penelitian maka teknik yang digunakan dalam
pengumpulan data adalah menelaah terhadap literatur hukum Islam dan literatur
lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. mengingat penelitian
ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (l/ibrary research), maka yang menjadi
data-data yang penulis rujuk yaitu sumber yang berkaitan dengan objek yang
penulis kaji. Dalam hal ini penulis menggunakan tiga sumber hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif (otoritas),
seperti Alquran dan Hadis.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan
terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku figh terutama karangan
Wahbah Zuhaili, yaitu kitab: 4I-Figh al-Islami wa Adillatuh, dan kitab: Figh li
al-Imam al-Sydfi’i. Kemudian buku karangan Tihami & Sohari Sahrani, Fikih
Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap. Kemudian buku karangan Hamid
Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Kemudian buku karangan
Satria Efendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Kontemporer: Analisis

Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, dan buku-buku tafsir serta

tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.

2ISukandar Rumidi, Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula,
(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm. 35.
2 Anton Backer, Metode F. ilsafat, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 10.
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c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan
penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari
kamus-kamus, majalah, ensiklopedia, jurnal-jurnal serta bahan dari internet
dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

1.6.3. Analisis data

Dalam menganalisis dan mengolah data-data bahan yang diperoleh,
penulis menggunakan bahan-bahan dari beberapa literatur-literatur figh yang
khusus membahas tentang kausalitas hukum antara kewajiban natkah anak dengan
pertalian nasab. Dengan memperoleh bahan-bahan tersebut, maka tahapan
selanjutnya menganalisis fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012. Dalam menganalisis
data, penulis menggunakan cara deskriptif-analisis. Artinya, penulis berusaha
menguraikan konsep masalah yang penulis kaji, kemudian penulis berusaha
menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang
penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut

hukum Islam terhadap bagaimana cara penyelesaiannya.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat
bab, dengan uraian sebagai berikut: Bab satu merupakan bab pendahuluan yang
dibagi dalam 7 (tujuh) sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta sub-

bab terakhir berisi sistematika pembahasan.
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Bab dua menerangkan tentang tinjauan umum tentang nafkah anak luar
nikah. Bab ini terdiri dari lima sub bahasan, yaitu pengertian natkan dan anak luar
nikah, dasar hukum nafkah anak, kewajiban orang tua terhadap anak, pengaruh
hubungan nasab terhadap kewajiban nafkah dalam Islam, serta sekilas tentang
kedudukan nasab anak luar nikah.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek kajian penelitian,
di dalamnya berisi penjelasan mengenai analisis terhadap pemenuhan kebutuhan
hidup anak zina dalam Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012. Bab ini terdiri dari
lima sub bahasan, yaitu profil majelis Majelis Ulama Indonesia, latar belakang
dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia, isi fatwa MUI, metode istimbat
hukum MUI dalam fatwa Nomor 11 Tahun 2012, serta analisis penulis.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari
penjelasan mengenai permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya, serta
saran-saran yang dianggap penting dan perlu dengan harapan perbaikan dan

kesempurnaan dalam penulisan ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH ANAK LUAR
NIKAH

2.1. Pengertian Nafkah dan Anak Luar Nikah
2.1.1. Nafkah

Menurut bahasa, kata nafkah berarti belanja untuk hidup berupa uang
pendapatan. Kata ini juga berarti bekal hidup sehari-hari, atau rezeki.! Kata
nafkah sendiri merupakan kata serapa asing yang diambil dari bahasa Arab, yaitu
nafaqat, berakar dari kata infagq, yang artinya mengeluarkan. Menurut Wahbah
Zuhaili, kata ini tidak digunakan kecuali untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak
atau plural dari kata nafkah yaitu “nafaqat”, artinya sesuatu yang diinfakkan atau
dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya.

Sedangkan menurut istilah syara’, terdapat beberapa rumusan. Nafkah
merupakan kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan
tempat tinggal.” Menurut Abdul Majid, maksud dari nafkah adalah segala sesuatu
yang dibutuhkan oleh manusia, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bantuan
dan seluruh kebutuhannya menurut yang berlaku dalam tradisi setempat.” Al-

Jaziri menyebutkan arti nafkah secara singkat, yaitu makanan, pakaian dan tempat

'Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix,
2009), hlm. 73.

*Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, ed. In, Figih Islam wa Adillatuhu;
Halk-Hak Anak, Wasiat,Wakaf, Warisan, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta:
Gema Insani, 2011), him. 94.

3Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islami..., hlm. 94.

*Abdul Majid Mahmud Mathlub, al-Wajis fi Ahkam al-Usrdh al-Islamiyyah, ed. In,
Panduan Hukum Keluarga Sakinah, (terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era
Intermedia, 2005), hlm. 616.
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tinggal yang diberikan kepada orang yang wajib menerima itu semua.’ Dari
pengertian tersebut, dipahami nafkah hanya berbentuk materi, yaitu berupa
belanja atas makanan, pakaian, serta tempat tinggal.

Adapun yang dimaksud belanja di sini yaitu memenuhi kebutuhan
makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia
termasuk orang mampu atau kaya.® Memberikan belanja bisa dari suami kepada
isteri, atau dari ayah kepada anak-anaknya. Namun, dalam kaitannya dengan
penelitian ini, nafkah diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan belanja dari
seorang ayah kepada anaknya.

2.1.2. Anak Luar Nikah

Frasa “anak luar nikah” merupakan istilah yang biasa digunakan untuk
anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, baik menurut hukum Islam
maupun menurut hukum positif. Kata anak luar nikah ini sebenarnya mengacu
pada salah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada
Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) dinyatakan:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat

perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Dari ketentuan di atas, dipahami bahwa anak luar nikah atau anak luar
kawin merupakan kebalikan dari anak sah. Untuk itu, anak luar nikah yang

dimaksudkan pada pasal tersebut bisa saja diartikan sebagai anak hasil dari nikah

sirri (nikah di bawah tangan), dan bisa juga diartikan anak hasil hubungan zina.

>Abu Bakar Jabir al-Jazairy, Minhdjul Muslim, ed. In, Panduan Hidup Seorang Muslim,
(terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), cet. 1, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm.
863.

%Sayyid, Sabiq, Fighus Sunnah, ed. In, Fikih Sunnah Sayyid Sabig, (terj: Asep Sobari,
dkk), cet. 3, jilid 2, (Jakarta: al-I’tishom, 2012), hlm. 56.
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Namun, secara khusus akan dijelaskan pengertian anak luar nikah dalam makna

anak sebagai hasil hubungan zina.

Di bawah ini, akan dikemukakan beberapa rumusan ahli tentang makna
anak zina (anak luar nikah/kawin), yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Abdul Manan, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh
seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan
perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Maksud dari kata luar
kawin adalah hubungan seorang pria dan seorang wanita yang dapat
melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan
perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.’

2. Menurut Amir Syarifuddin, anak zina adalah anak yang lahir dari suatu
perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan
yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah (kecuali dalam bentuk syubhat)
meskipun ia lahir dalam perkawinan yang sah dengan laki-laki yang melakukan
zina atau laki-laki lain.”

3. Menurut Sayyid Sabiq, anak zina adalah anak yang terlahir bukan dari hasil
perkawinan syari.’

4. Menurut Uwaidhah, anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hasil

hubungan badan di luar nikah yang sah menurut syari’at Islam."°

"Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana
Prenda Media Group, 2006), him. 80-81.

SAmir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2008), hlm. 148.

’Sayyid, Sabiq, Fighus Sunnah..., hlm. 697.

1°Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Al-Jami’ fi Fighi an-Nisa’, ed. In, Fikih Wanita,
(terj: Abdul Ghoffar), cet. 10, (Jakarta: al-Kautsar, 2014), hlm. 577.
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Keempat pengertian di atas memberi istilah yang berbeda-beda, yaitu
antara istilah anak luar kawin, anak luar nikah, dan anak zina. Tetapi, secara
substansi hukum istilah-istilah tersebut pada prisnsipnya sama. Untuk itu, dapat
disimpulkan bahwa anak zina atau anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan
dari hubungan zina. Meskipun anak tersebut ternyata lahir dalam bingkai nikah
yang sah, tetapi tetap anak itu termasuk sebagai anak luar nikah, dimana hukum-
hukum atasnya tetap berlaku, seperti terputusnya nasab antara dia dengan laki-laki

zina.

2.2. Dasar Hukum Nafkah Anak

Dasar hukum adanya kewajiban nafkah anak dalam Islam mengacu pada
dalil nagqli, yaitu Alquran dan Hadis, dan juga bersumber dari dalil agli (rasio).
Adapun dasar hukum yang berasal dari Alquran mengacu pada beberapa surat,
yaitu sebagai berikut:

1. Surat al-Bagarah ayat 233.
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Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun
penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban
ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.
seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan
seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.

°



21

apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan
keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan
Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha
melihat apa yang kamu kerjakan”.

2. Surat at-Thalaq ayat 7.
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Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut
kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi
nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak
memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah
berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah
kesempitan™.

Dalil pertama di atas bicara masalah kewajiban ayah untuk menafkahi ibu
dalam masa penyusuan. Namun, dalil tersebut juga sebagai dasar kewajiban ayah
terhadap anaknya. Dalil kedua bicara masalah adanya beban nafkah bagi orang-
orang yang mampu, dengan memberi rejeki, baik kepada anak maupun kepada
isteri. Dengan demikian, alasan normatif hukum tentang kewajiban menafkahi
anak telah dijelaskan dalam ayat Alquran. Dalil naqli kedua tentang dasar
kewajiban nafkah terhadap anak dimuat dalam beberapa hadis Rasulullah. Adapun

hadis yang membicarakan masalah nafkah anak dapat ditemui dalam hadis

sebegai berikut:

1. Hadis riwayat Aisyah.
Selain ketentuan ayat di atas, yang menjadi dalil diwajibkannya nafkah

atas anak adalah diambil dari makna hadits sebagai berikut:
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Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Waqi' dia berkata, telah menceritakan
kepada kami Hisyam dari ayahnya dari Aisyah berkata; "Hindun datang
menemui Nabi shallallahu'alaihi wa sallam seraya berkata; "Wahai
Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir dan dia
tidak memberiku dan anakku sesuatu yang dapat mencukupiku kecuali jika
saya mengambil dari hartanya sedang dia tidak mengetahuinya". Beliau
bersabda: "Ambillah (harta suamimu) yang dapat mencukupimu dan
anakmu dengan cara yang baik." (HR. Baihaqji)."!

f

O\h

Hadis di atas menunjukkan bahwa nafkah Isteri dan anak menjadi
tanggung jawab ayah. Anak-anak yang wajib dinafkahi menurut pendapat
mayoritas ulama adalah anak-anak yang langsung dari ayah, kemudian cucu dan
seterusnya ke bawah. Artinya, seorang kakek wajib memberi nafkah kepada
cucunya baik dari pihak atau jalur manapun. Nafkah ini wajib karena termasuk
bagian dari satu kesatuan (keluarga), bukan karena kewarisan. Namun menurut
pendapat Imam Malik, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa
nafkah anak yang wajib hanyalah anak yang langsung saja, anaknya anak atau
cucu tidak termasuk karena berdasarkan makna zahir ayat di atas (surat al-
Bagarah ayat 233 di atas). Masih dalam pendapat yang sama dinyatakan bahwa
nafkah itu wajib sebab semata-mata hubungan kewarisan, bukan karena bagian

dari satu keluarga.'?

""Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Baihaqi, 4/-Kitab Sunan Al-Shaghir, (Bairut: Dar al-
Kutub ‘Ulumiyah, 1994), hlm. 157
“Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islamr ..., jilid 10, hlm. 137.
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2. Hadis riwayat Abu Daud
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Artinya: “Hukumnya berdosa orang yang menyia-nyiakan orang-orang yang wajib
dinafkahi”.
Selain dua dalil naqli tersebut, kewajiban memberi nafkah kepada anak
juga merujuk pada ijma’ ulama. Menurut Ibnul Mundzir, bahwa para ulama telah
sepakat bahwa nafkah anak yang belum baligh dan tidak memiliki harta

ditanggung oleh ayahnya. Ibnul Mundzir mengatakan,
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Artinya: “Ulama yang kami ketahui sepakat bahwa seorang lelaki wajib
menanggung nafkah anak-anaknya yang masih kecil, yang tidak memiliki
harta”."

Sedangkan dasar hukum dari dalil agli atas kewajiban nafkah anak ini,

yaitu anak merupakan bagian dari orang tuanya, yang mempunyai keterikatan

nasab masing-masing mereka. Apabila nafkah para ibu diwajibkan kepada para

B Abu Daud, Sunan Abi Dawud, juz 2, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 75.

“Ammi Nur Bait, Rincian Hukum Nafkah untuk Anak, dimuat dalam:
https://konsultasisyariah.com/22545-rincian-hukum-nafkah-untuk-anak.html; Dimuat juga dalam
situs alkhoirot.com, pada laman: http://www.alkhoirot.net/2012/04/kewajiban-suami-menafkahi-
anak.html. diakses pada tanggal 10 Maret 2017
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suami karena sebab pernikahan, maka kewajiban nafkah kepada sang anak lebih

diutamakan berdasarkan keterikatan nasab. "

2.3. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak
2.3.1. Menurut Hukum Islam
Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa agama Islam mewajibkan
nafkah kepada anak keturunannya. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan
kekerabatan, dan ini menjadi konsensus atau ijma’ ulama mazhab dan lainnya.'®

Orang tua yang dimaksudkan adalah khusus kepada ayah, karena ayahlah yang

menjadi pemimpin dalam mengayomi anak dan isteri. Salah satu bentuk

pengayoman tersebut adalah memberikan kebutuhan-kebutuhan anak-anaknya.

Seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran.

Sebagaimana kewajiban nafkah atas isteri karena ia melahirkan anak tersebut.

Dalam hukum Islam, ditetapkan beberapa syarat diwajibkannya nafkah
anak (furui’) atas ayah (usul).

1. Anak yang dinafkahi termasuk orang fakir yang tidak memiliki harta.
Prinsipnya, nafkah seorang manusia itu untuk dirinya sendiri bila ia memiliki
harta yang cukup guna membiayai dirinya, sehingga nafkahnya tidak
diwajibkan atas orang lain. Jika seorang anak kecil memiliki harta maka
nafkahnya dikeluarkan dari hartanya, meskipun ayahnya tergolong mampu

untuk menafkahinya.

SAbdul Majid Mahmud Mathlub, al-Wajis fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyyah, ed. In,
Panduan Hukum Keluarga Sakinah, (terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era
Intermedia, 2005), hlm. 624.

*Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islami..., jilid 10, hlm. 95.
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2. Anak tersebut tidak produktif (menganggur), yaitu orang yang tidak mampu
bekerja dengan menggunakan alat-alat biasa yang disyari’atkan. Apabila ia
mampu bekerja maka ia tidak wajib dinatkahi, meskipun ia tidak memiliki
harta. Alasannya yaitu dengan kemampuannya bekerja, berarti anak seseorang
tersebut mampu menghasilkan harta untuk dirinya. Seseorang dianggap tidak
mampu bekerja ketika berada dalam beberapa kondisi. Diantaranya yaitu masih
kecil, perempuan, memiliki penyakit, serta masih dalam kondisi menuntut ilmu
atau belajar.'’

Kedua syarat tersebut harus dipenuhi dalam menempatkan anak sebagai
tanggungan nafkah orang tua. Tanggungan ayah yang diwajibkan terdiri dari
kebutuhan nafkah anak, mulai dari kebutuhan makanan, pakaian, serta tempat
tinggal. Kewajiban ini timbul dikarenakan antara anak dengan orang tua memiliki
katerikatan kekerabatan atau nasab. Di samping itu, anak merupakan katurunan
sekaligus sebagai ahli waris dari seorang ayah.

Menurut Abdul Majid Mahmud Mathlub, menyebutkan terdapat tiga
ketentuan mengenai syarat seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya,
yaitu:

a. Anak-anak membutukan nafkah (fakir) dan tidak mampu untuk bekerja.

b. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi natkah yang menjadi

tulang punggung kehidupannya.

c. Anak dalam masa pendidikan, artinya dengan adanya nafkah dari

keluarga terutama ayahnya, maka proses pendidikan anak akan mudah.

7 Abdul Majid Mahmud Mathlub, al-Wajis fi Ahkam..., hlm. 624-626.
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Lebih lanjut, dikatakan bahwa apabila anak fakir telah sampai berumur
mampu bekerja, dan tidak ada halangan untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah
untuk menafkahinya. Berbeda halnya apabila anak telah mencapai umur dapat
bekerja itu tehalang untuk bekerja, maka ayah tetap mempunyai kewajiban untuk
menafkahi anak-anaknya. Keterangan tersebut diberlakukan kepada anak laki-laki,
sedangkan anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk menafkahinya hingga
ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang
hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja untuk mencari nafkah.
Apabila ia telah kawin, maka kewajiban nafkah berpindah kepada suaminya. Jika
suami anak perempuan tersebut telah meninggal, maka kewajiban nafkah kembali
kepada ayahnyaseperti keadaan pada waktu sebelum menikah.'®

Jumhur ulama sepakat bahwa apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi
mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekarja, tetapi penghasilannya
tidak mencukupi, maka kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya tidak
gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk
mencukupi nafkah anak-anaknya, tetapi nafkah tersebut diperhitungkan sebagai
hutang ayah.'” Untuk itu, dapat dipahami bahwa dalam Islam, ditetapkan
kewajiban nafkah atas anak jika ia dipandang tidak mampu, artinya masih
membutuhkan nafkah dari keluarganya, terutama dibebankan kepada pihak ayah.

2.3.2. Menurut Peraturan Perundang-Undangan
Kewajiban orang tua terhadap anak juga diatur dalam beberapa regulasi

hukum positif. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

"® Abdul Majid Mahmud Mathlub, al-Wajis fi Ahkam..., hlm. 626
PTihami, Sohari Sahrani, Fikih Minahakat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (cetakan ke-2,
Jakarta: Rajawali Pers, 2010), him. 170
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Perkawinan, dinyatakan bahwa orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan
anak-anaknya. Kewajiban orang tua terhadap anak ini tidak hanya sebatas
pemenuhan kebutuhan yang bersifat materi, namun lebih jauh orang tua
berkewajiban untuk mendidik anak dengan sebaik-baiknya demi menunjang
kebutuhan psikis anak.

Secara rinci, kewajiban orang tua terhadap anak dituangkan dalam
beberapa pasal, yaitu sebagai berikut:

Pasal 45: Ayat (1), Kedua orang tua wajib memelihara dan menddidik anak-
anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2), Kewajiban orang tua yang
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau
dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan
antara kedua orang tua putus.

Pasal 46: Ayat (2), Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut
kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bnila
mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47: Ayat (1), Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas )
tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah
kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
Ayat (2), Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan
hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48: Orang tua tidak diperbolehkan  memindahkan  hak  atau
menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum
berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan
perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49: Ayat (1), Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut
kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang
tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis
lurus ke atas dan saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang
berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a. la sangat
melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. la berkelakuan buruk
sekali. Ayat (2), Meskipun  orang tua dicabut kekuasaannya,
mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak
tersebut.
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Selain Undang-Undang Perkawinan, aturan tentang kewajiban nafkah anak
juga dimuat dalam Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Ketentuan tersebut dibicarakan pada bab XIV tentang pemeliharaan anak.
Ditetapkan bahwa seorang suami diposisikan sebagai kepala rumah tangga.”
Sesuai dengan kemampuannya, suami wajib menafkahi isteri dan anak, selain itu
diwajibkan pula dalam memelihara kesehatan anak berikut dengan biaya
pendidikannya.?' Jika dilihat lebih jauh, aturan mengenai kewajiban orang tua
terhadap anak juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak. dalam Pasal 26 dinyatakan sebagai berikut:

Ayat (1): “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan
minatnya, dan
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.

Melihat pada beberapa ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa
orang tua dipandang sebagai pihak yang mempunyai kedudukan penting bagi
seorang anak. Artinya, orang tua bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan
hidup anak, serta wajib pula dalam memelihara dan mendidik anak berikut dengan
pemenuhan biaya pendidikannya. Kewajiban orang tua ini tidak hanya bersifat
melengkapi kebutuhan materi anak, namun labih luas orang tua diwajibkan dalam

membimbing (dalam masalah pendidikan dan moral anak) serta memelihara dan

menjaga anak (dalam masalah kesehatan anak) yang sifatnya non materi.

2K etentuan Pasal 79 ayat (1) dalam Kompilasi Hukum Islam. dikutip dalam buku yang
diterbitkan oleh Citra Umbara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, cet. 5, (Bandung: Citra Umbara, 2014), him. 354.
*'Ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf b dan ¢ dalam Kompilasi Hukum Islam.
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2.4. Pengaruh Hubungan Nasab Terhadap Kewajiban Nafkah dalam Islam
Bicara masalah pengaruh hubungan nasab terhadap kewajiban nafkah
dalam Islam tidak bisa dipisahkan dengan bahasan adanya penyebab awal
timbulnya kewajiban nafkah itu sendiri. Umum dipahami bahwa dalam fikih
Islam telah ditetapkan beberapa aturan tentang kewajiban nafkah. Kewajiban
nafkah ini tentu disebabkan adanya faktor yang mendahuluinya. dalam kitab
Minhaj al-Muslim, karya al-Jaziri, disebutkan paling tidak terdapat tiga faktor
diwajibkannya pemberian nafkah dari seseorang terhadap orang lain. Adapun
ketiga faktor tersebut adalah adanya hubungan perkawinan, adanya hubungan
kerabat, dan adanya kepemilikan.**
Keterangan lebih lanjut dikemukakan oleh al-Barry, dimana syarat-syarat
diwajibkannya memberi nafkah ada lima macam, yaitu:*
1. Adanya hubungan kekeluargaan.
2. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan
nafkah.
3. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup mencari
nafkah.
4. Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya kaya, mampu,
kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkan

kepada anak, dan nafkah anak yang telah diwajibkan kepada ayah.

22Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Minhaj al-Muslim, ed. In, Minhajul Muslim; Pedoman
Hidup Harian Seorang Muslim, (terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta:
Ummul Qura, 2016), him. 860.

»Zakaria Ahmad Al-Barry, Hukum Anak-Anak dalam Islam, (terj: Chatijah Nasution),
(Jakarta: Bulan Bintang, tt), hlm. 91.
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5. Pihak yang memberi nafkah dan diberi nafkah itu seagama, kecuali
dalam masalah nafkah ayah kepada anaknya dan anak kepada orang
tuanya. Jadi saudara yang beragama Islam tidak wajib memberi natkah
kepada saudaranya yang non islam, karena mereka berdua berlainan
agama.

Dari dua pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah
itu salah satunya adalah adanya hubungan kekerabatan. Disamping itu, kewajiban
nafkah juga berlaku ketika ada sebab atau fator perkawinan. Dalam hal ini, Sayyid
Sabiq menyatakan bahwa dasar kewajiban nafkah karena perkawinan (yaitu
kepada isteri) disamping adanya petunjuk Alquran, juga berdasarkan kaidah
umum, yaitu “Setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya,
maka ia bertanggung jawab membelanjainya”.*

Menurut Idris Ramulyo, apabila suatu akad nikah terjadi, maka seorang
laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian
juga seorang perempuan yang menjadi isteri dalam perkawinan memperoleh
berbagai hak pula. Di samping itu, mereka pun memikul kewajiban-kewajiban
sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu, salah satunya
kewajiban-kewajiban terhadap anak dengan sebab adanya keterikatan nasab antara
mereka (suami isteri) dengan anak keturunannya.*

Dalam hukum Islam, ditetapkan hubungan kekerabatan yang mewajibkan
nafkah ada dua macam, yaitu kekerabatan kelahiran atau kekerabatan antara wsiil

(pokok/ayah ke atas) dengan furii’ (cabang/anak ke bawah). Kemudian

*Sayyid Sabiq, Fighus Sunnah..., hlm. 342.
*Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999),
hlm. 63.
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kekerabatan yang bukan keturunan, yaitu kekerabatan yang diharamkan untuk
saling menikahi, atau disebut juga dengan kekerabatan sisipan, seperti para
saudara, paman, bibi, berikut dengan keturunan-keturunan mereka.”® Dalam
pembahasan ini hanya dijelaskan terkait dengan kewajiban orang tua dalam
memenuhi nafkah anak, atau kewajiban nafkah wusi/ atas furi’ yang notabene
sebagai objek kajian dalam tulisan ini.

Maksud dari hubungan kekerabatan adalah pihak-pihak yang mempunyai
keterikatan nasab, atau anggota kerabat yang tergolong membutuhkan. Artinya
salah satu keluarga tidak dibebani wajib memberi nafkah kepada kerabat lainnya,
kalau kerabat lain tersebut telah mempu mencari nafkah atau tergolong mampu
(mempunyai harta). Kaitannya dengan syarat ini ulama empat mazhab telah
memberikan beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

a. Imam Malik, berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan oleh ayah kepada
anak dan kemudian anak kepada ayah ibunya dan terbatas hanya disitu
saja, dan tidak ada kewajiban terhadap orang lain selain tersebut.?’

b. Imam Syafi’i, berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada
semua keluarga yang mempunyai hubungan vertikal, ke atas dan ke
bawah, tanpa membatasi dengan anggota-anggota yang tertentu.?®

c. Imam Hanafi, berpendapat bahwa kewajiban memberi natkah itu berlaku
kepada semua anggota keluarga yang muhrim. Jadi, seseorang wajib
memberi nafkah kepada semua kaum keluarganya yang muhrim

dengannya. Dan dengan demikian, maka lingkup wajib nafkah itu

8 Abdul Majid Mahmud Mathlub, al-Wajis fi Ahkam..., hlm. 616-617.
*’Zakaria Ahmad Al-Barry, Hukum Anak-Anak..., hlm. 91.
28 11, »

Ibid.
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bertambah luas lagi. Ayah wajib memberi nafkah kepada anak dan

cucunya, dan anak wajib memberi nafkah kepada ayah ibunya sebagai

hubungan vertikal dan juga kepada saudara, paman, saudara ayah dan
saudara ibu.”

d. Imam Hanbali, berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada
semua kaum keluarga yang masih saling mewarisi, jika salah seorang dari
mereka meninggal dunia. Jadi lingkupnya lebih luas, mencakup kaum
keluarga seluruhnya, muhrim dan bukan muhrim.*

Keempat pendapat tersebut mengindikasikan bahwa kewajiban natkah itu
harus disebabkan oleh keterikatan kekerabatan atau nasab, sehingga dengan
adanya hubungan kekerabatan/nasab tersebut baru kemudian ulama menetapkan
syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi, dapat disimpulkan hubungan kekerabatan
atau hubungan nasab adalah penyebab awal diwajibkannya dalam memenuhi
nafkah untuk kerabat. Artinya, jika tidak ada nasab, atau terputus nasab seseorang
maka tidak ada kewajiban nafkah di dalamnya. Salah satu pihak yang tidak
dibebani kewajiban nafkah atasnya adalah dari pelaku zina (khususnya laki-laki)
terhadap anak yang dihasilkannya (anak luar nikah/anak zina). Untuk itu,
penjelasan lebih lanjut terkait kedudukan hukum anak zina dalam pandangan

Islam akan dipaparkan pada sub bahasan di bawah ini.

**Zakaria Ahmad Al-Barry, Hukum Anak-Anatk..., hlm. 91.
307 ;
1bid.
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2.5. Sekilas tentang Kedudukan Anak Luar Nikah

Mengawali sub bahasan ini, perlu dikemukakan bahwa anak perlu
mendapat perhatian dan perlindungan hukum. Semua anak dimata hukum
dipandang sama, artinya kedudukan dan segala hak-haknya harus mendapat
perlindungan khusus, baik dari keluarga maupun pemerintah. Untuk itu, baik
dalam Islam maupun hukum positif diatur tentang cara perlindungannya, salah
satunya adalah ia wajib diberikan nafkah, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.
Namun demikian, khusus dalam Islam lebih lanjut ditentukan bahwa terdapat
pihak-pihak (anak) yang justru tidak sama perlakuan hukumnya. Anak yang
dimaksud adalah anak yang tidak sah yang dibuahi dari perbuatan yang
bertentangan dengan hukum (anak luar nikah/anak zina). Kedudukan anak luar
nikah tidak dapat disamakan seperti anak yang lahir secara sah. Ketidaksamaan
perlakuan hukum tersebut bukan merupakan bentuk deskriminasi hukum
terhadapnya, tetapi justru sebagai bentuk aturan hukum yang mesti diterapkan.

Ulama sepakat mengenai kedudukan hukum anak luar nikah, dimana ia
tidak mempunyi hubungan kekerabatan atau nasab dengan ayah dan keluarga
ayahnya. Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah
keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah.
Nasab seorang anak terhadap ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi kelahiran,
baik yang syar’i maupun tidak. Adapun nasab seorang anak dengan ayahnya
hanya bisa diakui dengan adanya nikah yang sahih atau fasid, atau wati’ syubhat

(persetubuhan yang samar status hukumnya), atau pengakuan nasab itu sendiri, di
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dalam Islam sering disebut sebagai istilhdq (pengakuan terhadap seorang anak).'
Jadi, dapat dipahami bahwa oleh karena anak luar nikah tidak ada sebab untuk
mengikatkan hubungan nasab terhadap laki-laki yang menyebabkan ia lahir, maka
kedudukannya sama sekali orang lain bagi ayah biologisnya.

Nasab adalah ikatan yang tidak akan tampak pada asal pertumbuhannya
kecuali dengan adanya unsur perkawinan yang sah. Meskipun nasab itu adalah
hak bapak, ibu dan anak, namun nasab akan hilang jika tidak diawalai dari
hubungan yang dibenarkan dalam Islam. Jumhur ulama sepakat bahwa anak zina
terputus hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir. Dalam hal
ini anak zina satusnya sama dengan anak /i ‘an.>

Amir Syarifuddin menjelaskan nasab anak dengan ibu terjadi secara
alamiah. Dalam arti bahwa kelahiran anak tersebut secara otomatis menimbulkan
hubungan nasab antara ibu yang melahirkan dengan anak yang dilahirkan, tanpa
memperhatikan bagaimana cara si ibu itu mendapatkan kehamilan dan status
hukum dari laki-laki yang menggaulinya. Sedangkan hubungan nasab antara anak
dengan ayah tidak ditentukan oleh sebab alamiah, tetapi semata oleh sebab
hukum, artinya telah berlangsung hubungan akad nikah (perkawinan) yang sah
antara ibu dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak.™

Jadi, nasab anak luar nikah dalam Islam terputus dengan laki-laki yang

menyebabkan ia lahir. Dengan terputusnya nasab, berarti terputus pula hak-

haknya terhadap laki-laki tersebut, seperti hak waris, naftkah dan hak perwalian.

3'Wahbah Zuhaili, Al-Figh al-Islamf..., him. 25.

32 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam..., hlm. 148; kata /i ‘an diambil dari kata al-
la’nu, yang artinya jauh dan laknat atau kutukan, dimuat dalam Abdur Rahman Ghazaly, Figh
Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), him. 238.

3 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam..., hlm. 148-149.
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Begitu juga halnya yang berlaku pada laki-laki zina, di mana ia tidak memiliki
hak atas harta anak yang dihasilkannya jika kemudian ia telah dewasa dan
mempunyai harta.

Jika dilihat dalam peraturan perundang-undangan, juga ketentuannya
sebenarnya sama seperti hukum Islam, dimana kedudukannya tidak sama dengan
anak yang sah. Pada Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan anak luar
nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.
Artinya di sini yaitu ia dinafikan atau ditiadakan hak keperdataannya dengan ayah
dan keluarga ayahnya. Tetapi, ketentuannya ini kemudian berubah setelah adanya
putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yaitu perkara
permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, tepatnya Pasal 43 tersebut, yang dimohonkan oleh Machica Mochtar
pada tahun 2010.

Inti dari putusan tersebut yaitu anak luar nikah, baik yang dihasilkan dari
nikah sirri maupun sebab zina masih memiliki hubungan keperdataan dengan ayah
biologisnya. Terdapat beberapa alasan penting yang dijadikan Mahkamah
Kostitusi dalam menetapkan putusannya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa
terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan
seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan
teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak
tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir

dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya
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memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah
tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang
melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan
dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak
dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap
lelaki tersebut sebagai bapaknya.

. Manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan
dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki
tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan,
yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan
dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya
terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya
meliputi anak, ibu, dan bapak. Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak
dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya
ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian
adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai
bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi
perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan
hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang
dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena
kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki
kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil

dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi
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perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak
yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak
yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih tidak jelas atau
dipersengketakan.

. Keberadaan anak dalam keluarga yang tidak memiliki pengakuan dari
bapak biologisnya, akan memberikan stigma negatif. Misalnya, sebagai
anak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi anak,
terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah
dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya. Dari
perspektif peraturan perundang-undangan, pembedaan perlakuan terhadap
anak karena sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh
tindakan anak bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang
diskriminatif.

. Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1)
UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya”. Keberadaan Pasal a quo menutup kemungkinan bagi anak untuk
memiliki hubungan keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut
adalah risiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang
tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974, tetapi tidaklah pada tempatnya
jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan
(perkawinan) kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi,

hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tidak
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mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang
dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah “dosa
turunan”. Dengan kata lain, potensi kerugian akibat perkawinan yang
dilaksanakan tidak sesuai dengan UU 1/1974 merupakan risiko bagi laki-
laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko yang
harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

Dengan demikian, menurut saya, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir

dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut

menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung
atau kedua orang tua biologisnya”.**

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami setelah dikeluarkannya putusan
tersebut, maka yang belaku di Indonesia adalah anak luar nikah, baik disebabkan
karena nikah sirri (nikah di bawah tangan/nikah yang tidak dicatat) maupun
dengan sebab zina mendapat perlakuan hukum yang sama dengan anak lainnya.
Artinya, ia tetap memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki yang
menyebabkan ia lahir, seperti keperdataan dalam masalah warisan, dan nafkah.
Jika dilihat putusan tersebut dari sisi hukum Islam, nampaknya bertentangan,
karena keperdataan itu baru bisa dikaitkan antara seseorang dengan orang lain
ketika ada hubungan nasab di dalamnya (hubungan kekerabatan). Jadi, antara
anak zina dengan laki-laki zina (ayah biologisnya) tetap tidak memiliki hubungan

nasab, apalagi hubungan keperdataan.

*Keempat alasan tersebut dimuat dalam putusan MK, dan dimuat juga dalam
Taufiqurrahman  Syahuri, Legislasi Hukum  Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra
Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2013), hlm. 198.



BAB III

ANALISIS TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN HIDUP ANAK
ZINA DALAM FATWA MUI NOMOR 11 TAHUN 2012

3.1. Profil Majelis Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya ditulis MUI) adalah Lembaga
Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama’, dan cendikiawan Islam di
Indonesia. Tujuan dibentuknya MPU ini untuk membimbing, membina dan
mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Awal berdirinya MUI yaitu
pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di
Jakarta, Indonesia.'

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama,
cendekiawan dan zu ‘ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Antara lain
meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia. 10
orang ulama merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu,
Nahzatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. al-Wasliyah,
Matla’ul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al-Ittihadiyyah. 4 orang ulama dari
Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan
POLRI, serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.
Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk
wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zu 'ama’ dan cendekiawan muslim.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah piagam, yaitu “Piagam Berdirinya

'Lies Afroniyati, “Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama
Indonesia”. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik. Vol. 18, No. 1, Mei 2014, hlm. 44
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MUT”, ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut
Musyawarah Nasional Ulama 1.”

Pada dasarnya, momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa
Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali setelah 30 tahun merdeka,
di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok
dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam
perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, MUI sebagai wadah musyawarah
para ulama, zu’amd’ dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan
bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan
kehidupan beragama dan bermasyarakat yang baik. Di samping itu, MUI juga
dijadikan sebagai wadah dalam memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah
keagamaan dan kemasyarakatan, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya
ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama yang akhirnya
memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi penghubung antara
ulama dan umara (pemerintah). Dalam khittah pengabdian MUI, fungsi dan peran
utamanya antaranya yaitu sebagai penegak amar ma’ruf nahi munkar.’

Berdasarkan perjalanan panjangan dari awal pembentukan hingga saat ini,
terdapat 7 (tujuh) tokoh ulama yang menjadi pimpinan MUI. Adapun ketujuh

pimpinan MUTI ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

*Lies Afroniyati, “Analisis Ekonomi..., him. 44-45.
*Ibid., hlm. 46.
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Tabel: Daftar Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia
Awal Akhir Tempat .
No Nama Jabatan | Jabatan | Musyawarah Keterangan Refrensentatif
Prof. Dr. K Munas MUT ke- | Masjumi-
1 HAMKA 1975 1981 Jakarta 11975 leuhammadly
KH. Syukri Jakarta Munas
2| Ghozali 1981 | 1983 ] Jakarta ] vypgen 981 | NY
KH. Hasan Muhammadiya | Munas MUI
3| Basri 1983 ] 1985 ] Jakarta ]y jogs ke-3 1985
Dr. KH. M. Munas MUI ke-
4 Ali Vafie 1990 2000 Jakarta 41990 NU
Dr. KH. Sahal Jakarta Munas L
5 Mahfudz 2000 2014 Jakarta MUI ke-6 2000 Masjumi — NU
Prof. Dr. KH. . . .
6 | Din 2014 2015 Jakarta Fait Accompli Muhammadiy
. NU ah
Syamsuddin
KH Ma'ruf Fait Accompli
7 Amin 2015 - Jakarta NU NU
Sumber: Data dari www.mui.org
Disebutkan bahwa dalam kaitan dengan organisasi-organisasi

kemasyarakatan di kalangan umat Islam, MUI tidak bermaksud dan tidak

dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi
organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya, dan apalagi memposisikan dirinya
sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam.
Namun, sesuai niat kelahirannya, MUI adalah hanya sebagai wadah silaturrahmi
ulama, zu’amd’ dan cendekiawan muslim dari berbagai kelompok di kalangan
umat Islam.*

Keberadaan MUI ini tidak berarti menghalanginya untuk menjalin

hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain, baik dari dalam negeri maupun

*Arino Bemi Sado, “Analisis Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal
Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dengan Pendekatan Hermeneutika Schleiermacher”. Jurnal
Hukum Islam. Vol. 14, No. 1, Juni 2015, hlm. 69.
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luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing
serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi MUI, maka hubungan tersebut
tetap dijalankan. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran MUI
bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam,
dan menjadi bagian dari tatanan tersebut, yang harus hidup berdampingan dan
bekerjasama antar komponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap
MUI ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai rahmah al-‘alamin
(rahmat bagi seluruh alam).’

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) merupakan salah satu bentuk lembaga yang didirikan
berdasarkan hasil musyawarah dari berbagai ormas Islam Indonesia, meliputi
ulama, zu’ama’ dan tokoh-cendikia muslim. Di mana, MUI memiliki peran yang
strategis dalam membangun negara. Karena, di samping MUI dimaksud-
fuungsikan sebagai lembaga yang mewadahi masyarakat muslim, meliputi
bimbingan, pembinaan, serta pemberian beberapa produk hukum melalui
fatwanya, tetapi MUI juga memiliki fungsi sebagai perekat bangsa, dijadikan
wadah untuk mempersatukan perspektif ulama dan umara. Tujuannya adalah
untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar, menciptakan kerukunan umat

beragama, serta menciptakan kesatuan dan persatuan negara.

’Arino Bemi Sado, “Analisis Fatwa MUL..., hlm. 69-70.
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3.2. Latar Belakang Dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa salah satu fungsi dan
tugas Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya ditulis MUI) adalah menjawab
permasalah-permasalahan yang timbul dalam masyarakat, yaitu mengeluarkan
produk hukum melalui fatwa atau jawaban dari masalah hukum.® Sebagai sebuah
jawaban hukum, hal yang mendasar dipahami tentu ada persoalan yang melatar
belakanginya. Begitu juga halnya terkait dikeluarkannya fatwa MUI Nomor 11
Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya
yang notabene menjadi titik fokus penelitian ini.

Sejauh amatan penulis, latar belakang dikeluarkannya produk hukum
fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di
antaranya yaitu dalam realitas di masyarakat, anak hasil zina seringkali terlantar,
serta perlakuan masyarakat yang diskriminatif, bahkan hukum sekalipun. Di
samping itu, dalam masyarakat seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan
terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu.
Padahal, secara hukum dan fitrahnya, anak zina sebetulnya sama dengan anak-
anak lainnya. Dalam arti, anak harus mendapat pelakuan hukum yang sama
dengan anak yang sah lainnya. Tetapi, dalam hal anak dengan laki-laki yang

mengakibatkan ia lahir, tetap terputus dan tidak memiliki hubungan nasab.

SSecara bahasa, kata “fatwa” berarti jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh
mufti (orang atau lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa) tentang suatu masalah. Fatwa
juga bisa diartikan sebagai nasihat orang alim, pelajaran baik, serta petuah. Dimuat dalam Tim
Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm.
190; Menurut Wael B. Hallag, fatwa merupakan jawaban atas suatu masalah yang dikeluarkan
oleh seorang mufti atau jurisconsult, yang memberikan jawaban yang tegas terhadap segala
peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Dimuat dalam Wael B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum
Islam; Pengantar Untuk Ushul Figh Mazhab Sunni, (tetj: E. Kusnadiningrat & Abdul Haris ibn
Wahid), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), him. 182.
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Pemutusan hubungan nasab ini bukan berarti bentuk diskriminasi, namun semata
karena alasan hukum (Islam) yang menetapkannya demikian.’

Latar belakang lainnya sebagai sebab dikeluarkannya fatwa MUI Nomor
11 Tahun 2012 ini, Mahkamah Konsitusi (selanjutnya ditulis MK) telah memutus
perkara uji materil (yudisial review) atas Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dianggap pemohon bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 43 tersebut juga berkaitan dengan
kedudukan anak di luar nikah secara umum (baik anak luar nikah sebab zina
maupun sebab nikah sirri).® Awalnya, perkara yang diputus oleh MK ini terkait
permohonan pengakuan hukum atas anak yang dilahirkan oleh Machicha Muchtar
dengan Moerdiono. Di mana, anak mereka dilahirkan di luar pernikahan sebagai
nikah sirri (nikah yang tidak dicatatkan).’

Terkait perkara tersebut, MK mengeluarkan putusan Nomor 46/PUU-
VIII/2010. Berdasarkan pertimbangannya dalam putusan tersebut, MK justru
memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki
yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab. Karena, kalau tidak
ada tanggung jawab maka akan terjadi diskriminasi atas anak. Pada intinya, anak

luar nikah, menurut MK dipandang mempunyai hubungan perdata dengan ibunya

"Penjelasan tersebut telah dimuat dalam bagian awal, tepatnya dalam pertimbangan
Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan
terhadapnya.

*Dalam putusannya, MK tidak mengkhususkan anak luar nikah yang diputus sebagai
sebab nikah sirri, sebagaimana pokok perkara yang diajukan oleh pemohon (Machicha Muchtar).
Tetapi, MK secara umum memutus dan menggati bunyi Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan
menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayah dan keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan
dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari pasal ini, tentu anak luar nikah yang dimaksudkan
juga termasuk anak luar nikah sebab zina.

*Terkait asal mula dikeluarkannya putusan MK tersebut dituangkan dalam putusan
Nomor 46/PUU-VIII/2010.
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dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut
hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga
ayahnya.

Setelah diterbitkannya putusan MK tersebut, kemudian menimbulkan
keresahan masyarakat serta muncul pertanyaan mengenai kedudukan anak hasil
zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, nafkah dan wali nikah dari
anak hasil zina dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya menurut
hukum Islam. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan masyarakat terkait
dengan persoalan ini, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang
kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya guna dijadikan pedoman.'®

Berdasarkan, latar belakang dikeluarkannya fatwa MUI Nomor 11 Tahun
2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, dapat
disimpulkan bahwa sebab awal dikeluarkannya fatwa tersebut adalah karena
adanya produk putusan MK yang meresahkan masyarakat. Karena, putusan MK
tersebut dilihat dari sisi hukum Islam mengandung permasalahan terkait
kedudukan anak luar nikah, khususnya anak luar nikah sebab zina. Untuk itu,

demi menjawab permasalahan ini, MUI merasa perlu untuk mengeluarkan fatwa.

3.3. Isi Fatwa MUI
Terhadap permasalahan kedudukan anak luar nikah sebab zina, MUI

mengeluarkan fatwa dengan 6 (enam) muatan hukum pokok yang menjadi hasil

"Penjelasan tersebut telah dimuat dalam bagian awal, tepatnya dalam pertimbangan
Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan
terhadapnya.
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ketetapan MUI. Adapun hasil (isi) fatwa Majelis Ulama Indonesia di antaranya

dinyatakan bahwa:

1.

Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan
nafakah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya;

. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah

dengan ibunya dan keluarga ibunya;

. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh

orang yang mengakibatkan kelahirannya;

. Pezina dikenakan hukuman had oleh pihak yang berwenang, untuk

kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifz al-nasl),

. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ¢a ’Zir kepada lelaki pezina

yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;

Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak,
bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan

lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Di samping itu, MUI juga memberikan lima poin rekomendasi hukum,

yaitu sebagai berikut:

1.

DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan

perundang-undangan yang mengatur:

a. Hukuman berat terhadap pelaku perzinaan yang dapat berfungsi sebagai
zawajir dan mawani’ (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang
belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya);

b. Memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karena zina
merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.

Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan
penegakan hukum yang keras dan tegas.

Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya
penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki
yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
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4. Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akte kelahiran
kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang
mengakibatkan kelahirannya.

5. Pemerintah wajib mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi
anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain.
Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk
melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan
sebagai bentuk diskriminasi.

Berdasarkan keenam hasil putusan fatwa Dberikut dengan lima
rekomendadi hukum tersebut, nampak bahwa MUI secara tidak langsung
menangkis ketentuan putusan MK yang menyatakan anak luar nikah (khususnya
sebab zina) memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya
(ayah biologis). Pada ketentuan poin pertama fatwa di atas, secara jelas
menyatakan bahwa anak zina (anak luar nikah) hanya mempunyai hubungan
nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya, tidak kepada laki-
laki pezina yang mengakibatkan anak itu lahir."" Ketentuan ini nampaknya sama
seperti ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan sebelum adanya judicial
review oleh MK.

Selain itu, juga telah jelas bahwa MUI menangkis alasan MK yang
menyatakan katiadaan tanggung jawab ayah biologis sebagai bentuk perlakuan
diskriminatif. Pada poin ke lima rekomendari hukum di atas, MUI menjelaskan

bahwa penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu (tidak kepada ayahnya)

dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang

"Ketentuan mengenai kedudukan nasab anak zina hanya kepada ibu dan keluarga ibunya
dimuat dalam banyak literatur fikih, di antaranya dimuat dalam buku Wahbah Zuhaili, Wahbah
Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, ed. In, Figih Islam wa Adillatuhu, Pernikahan, Talak,
Khulu’, Ila’, Li’an, Zihar dan Masa Iddah, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta:
Gema Insani, 2011), hlm. 59; Fatchur Rahman, Ilmu Waris, cet. 10, (Yogyakarta: al-Ma’arif,
1971), him. 594.



48

terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi. Untuk itu, secara hukum, MUI tetap
memandang anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah dan keluarga
ayahnya (ayah biologis).

Namun, permasalahan yang perlu dikaji kembali terkait isi fatwa tersebut,
yaitu ketentuan poin ke 5 huruf a yang menyatakan pemerintah berwenang
menjatuhkan hukuman ta Zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya
anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut.
Padahal, dalam hukum Islam, kewajiban untuk memberikan nafkah dan
kebutuhan anak bukan dalam bentuk hukuman. Kemudian, kewajiban memenuhi
kebutuhan hidup anak dalam Islam justru tidak dapat dilakukan atas orang-orang
yang tidak memiliki hubungan nasab, termasuk laki-laki zina. Untuk itu, poin

nomor 5 huruf a ini menjadi kajian yang akan peneliti bahas selanjutnya.

3.4. Metode Istimbat Hukum MUI dalam Fatwa Nomor 11 Tahun 2012

Dilihat dalam beberapa literatur dan kajian fikih terdahulu, belum
dijelaskan ketentuan mengenai adanya pembebanan kewajiban bagi laki-laki
pezina untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang dihasilkannya (anak zina),
apalagi kaitannya dengan adanya ketentuan sanksi fa Zir seperti dalam fatwa
Majelis Ulama Indonesia tersebut. Oleh karena itu, produk hukum yang
dikeluarkan MUI ini merupakan produk hukum yang sama sekali baru dan
bersifat revolusioner.

Dalam menetapkan fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan

Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, MUI menentukan beberapa sumber
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dan dalil hukum yang digunakan untuk menetapkan (istinbat hukum) kedudukan
anak hasil zina. Adapun penjelasan mengenai sumber hukum tersebut yang
menjadi landasan MUI ialah sebagai berikut:

1. Alquran

Alquran merupakan landasan, sumber, dan rujukan utama mengenai

masalah-masalah hukum dalam Islam. Begitu juga halnya dalam merumuskan
sebuah fatwa keagamaan. Majelis ulama mengutip paling tidak tujuh ayat
Alquran, yang dirangkup dalam empat poin di bawah ini:

a. Firman Allah yang mengatur nasab, yaitu surat al-Furqan ayat 54 yang

berbunyi:
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Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia

jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan
adalah Tuhanmu Maha Kuasa”.

Ayat ini menjelaskan tentang keagungan Allah atas penciptaan
manusia. Dalam hal ini, Allah meinciptakan keturunan melalui hubungan
musaharah, yaitu hubungan pernikahan yang sah. Sehingga, melalui
hubungan inilah manusia akan memperoleh keturunan yang sah secacra
hukum.

b. Firman Allah yang melarang perbuatan zina dan seluruh hal yang

mendekatkan ke zina, antara lain surat al-Isra’ ayat 32, yang berbunyi:
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Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu
adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.
Kemudian MUI juga mengutip surat al-Furgan ayat 68 dan ayat 69,

yang berbunyi sebagai berikut:
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Artinya: “Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain
beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak
berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya
Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)”. *““(vakni) akan dilipat
gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan Dia akan kekal
dalam azab itu, dalam Keadaan terhina”.

Kedua ayat di atas sebagai dasar MUI dalam menetapkan larangan
zina. Di samping zina sebagai perbuatan keji, juga akan mengakibatkan
efek negatif bagi anak yang dihasilkan. Artinya, nasab anak zina tidak
dapat dipertalikan kepada laki-laki yang membuat anak itu lahir, kecuali
melalui ikatan pernikahan (musdharah) sebagaimana ketentuan surat al-
Furqan ayat 54 sebelumnya.

. Firman Allah yang menjelaskan tentang pentingnya kejelasan nasab dan

asal usul kekerabatan, antara lain surat al-Ahzab ayat 4 dan 5:
\ a z
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Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati
dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang
kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-
anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian
itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan
yvang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (vang benar)”.
“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai)
nama bapak-bapak mereka,; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah,
dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka
(panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan
maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang
kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang
disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.

Ayat ini secara tegas menetapkan pentingnya kejelasan nasab anak.
Anak angkat misalnya, ia tidak dinasabkan kepada ayah angkatnya
melainkan kepada kedua orang tua kandungnya yang melakukan akad
nikah yang sah. Dengan demikian, anak-anak hanya dapat dipertalikan
nasabnya dengan ayahnya yang sah. Kaitannya dengan anak zina, tentu
lebih ketat lagi, dalam arti hubungan nasab antara anak dengan laki-laki
pezina tidak bisa dikaitkan sama sekali. Selain itu, ayat yang menerangkan
tentang pentingnya kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan yaitu dalam

surat al-Nisa’ ayat 23, yang berbunyi:
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Artinya: “... (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu
(menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua

perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa
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lampau,; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang”.

Ayat ini menjelaskan keharaman menikahi menantu yang notabene
isteri anak sendiri. Maksud anak kanding di sini tentu anak yang dihasilkan
dari penrikahan yang sah, bikan dari perbuatan zina.

. Firman Allah yang menegaskan bahwa seseorang itu tidak memikul dosa
orang lain, demikian juga anak hasil zina tidak memikul dosa pezina,

sebagaimana firman Allah dalam surat al-An’am ayat 164, yang berbunyi:
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Artinya: “Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah,
Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah
seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali
kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan
memikul dosa orang lain. kemudian kepada Tuhanmulah kamu
kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu
perselisihkan™.

Kemudian, MUI mengutip juga surat al-Zumar ayat 7 dalam

kaitannya dengan seseorang itu tidak memikul dosa orang lain, yaitu

sebagai berikut:
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Artinya: “Jika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan
(iman)mu dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya, dan
Jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu
itu;, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang
lain.  kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia
memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.



53

Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam
(dada)mu”.

Dua ayat di atas menjadi landasan MUI terhadap perlakuan baik
terhadap anak zina. Artinya, anak zina tidak memikul beban dosa kedua
orang tuanya, sehingga ia berhak mendapat perlakuan baik. Oleh karena
anak zina tidak memikul beban orang tuanya, maka hak-hak anak zina
harus dipenuhi berdasarkan ketentuan hukum Islam. Ia wajib mendapat
perlakuan baik, wajib diberi nafkah dari pihak ibu dan keluarga ibunya.
Sementara dari pihak laki-laki pezina tidak mendapatkan apa-apa, karena
laki-laki pezina tidak wajib memberi nafkah anak tersebut. Dalam hal ini,
bukan berarti mendeskriditkan anak zina, tetapi lebih kepada penjagaan
nasab anak itu sendiri.

Berangkat dari penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa ketujuh
ayat Sebelumnya tidak hanya dijadikan landasan atas kedudukan anak zina dan
perlakuan terhadapnya, tetapi MUI juga bermaksud menerangkan tentang
keharaman dari zina itu sendiri. Hal ini dijadikan dasar bagi bahayanya zina
berikut dengan konsekuensi terhadap anak yang dilahirkan. Dalam hubungannya
dengan kedudukan anak hasil zina, seperti tertuang dalam 6 (enam) poin fatwa,
surat al-Furqan ayat 54, al-Ahzab ayat 4 dan ayat 5, al-Nisa’ ayat 23, al-An’am
ayat 164, dan surat al-Zumar ayat 7 dijadikan sebagai landasan utama tentang
kedudukan nasab anak zina dan perlakuan yang seharusnya diberikan kepada anak
zina.

Untuk itu, sejauh amatan penulis atas dalil-dalil Alquran yang digunakan

oleh MUI, tidak ada satu pun yang menerangkan tentang adanya kewajiban laki-
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laki pezina untuk memenuhi kebutuhan hidup anak, sebagaimana ketentuan fatwa
poin nomor 5 huruf a sebelumnya. Namun, dalil Alquran ini nampaknya hanya
digunakan untuk tiga masalah saja. Pertama, yaitu masalah penetapan hukum
pentingnya nasab. Kedua, yaitu nasab diperoleh melalui jalan musaharah
(pernikahan). Ketiga, yaitu anak zina tidak menanggung beban hukum atau dosa
dari zina yang dilakukan oleh orang tuanya. Sehingga, anak zina berhak untuk
mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Dalam arti ia harus
diperlakukan seperti anak-anak lainnya.
2. Hadis
Dalam menetapkan kedudukan anak zina, MUI memperkuat dalil-dalil
istinbat hukum dengan mengutip beberapa hadis Rasulullah SAW. Setidaknya,
terdapat 6 (enam) hadis yang dikutip oleh MUI, tetapi di sini hanya akan
dikemukakan 4 (empat) hadis saja yang secara khusus membicarakan masalah
anak zina. Sednagkan dua hadis lainnya membicarakan tentang larangan zina.
Adapun ketentuan empat hadis tersebut yaitu sebagai berikut:
a. Hadis yang menerangkan bahwa anak itu dinasabkan kepada pemilik kasur
dari perempuan yang melahirkan (firasy), sementara pezina harus diberi
hukuman. Adapun hadisnya yaitu diriwayatkan dari Aisyah yang berbunyi:

)
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Artinya: “Dari Aisyah; Sa'd bin Abu Waqqash dan 'Abdu bin Zam'ah
berselisih  kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam
mengenai anak budak wanita Zam'ah. Sa'd berkata; saudaraku
'Utbah memberiku wasiat apabila aku datang ke Mekkah agar
melihat  kepada anak budak wanita Zam'ah, kemudian
mengambilnya karena ia adalah anaknya. Sedangkan Abdu bin
Zam'ah berkata; ia adalah saudaraku, anak budak ayahku dan
terlahir di tempat tidur ayahku. Kemudian Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam melihat kemiripannya yang sangat dengan 'Utbah.
Kemudian beliau berkata, anak adalah mengikuti pemilik ranjang,
dan orang yang berzina (dihukum) dengan batu”. (HR. Abu Daud).

Hadis ini secara tegas menetapkan anak hanya dikaitkan dengan
pemilik kasus atau ranjang, atau dalam istilah hadis disebut sengan firdasy.
Kata firasy pada hadis tersebut menunjukkan pada pernikahan yang sah.
Artinya, “ranjang” hanya dapat diperoleh melalui pernikahan yang sah.

. Hadis yang juga membicarakan tentang nasab anak hasil zina. Hadisnya

diriwayatkan dari ‘Amr bin Syu’aib yang berbunyi:
\J:JLB*}//\JJUovb-&.GM‘JGWUJJA&U&
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Artinya: “dari “Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata,
seorang laki-laki berdiri dan berkata;, wahai Rasulullah,
sesungguhnya Fulan adalah anakku. Aku berhubungan dengan
ibunya pada masa jahiliyah. Rasulullah shallallahu 'alaihi

">Abu Daud, Sunan Abt Dawud, juz 3, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), him. 102.
" Abu Daud, Sunan Abt Dawud, juz 3, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), him. 103.
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wasallam berkata, tidak ada pengakuan dalam Islam, telah hilang

urusan jahiliyah, anak mengikuti pemilik ranjang, dan orang yang

berzina (dihukum) dengan batu”. (HR. Abu Daud).

Hadis ini juga memiliki maksud yang sama dengan hadis
sebelumnya, di mana anak hanya dikaitkan kepada pemilik kasus atau
ranjang yang dihasilkan dari pernikahan yang sah.

c. Hadis yang menerangkan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak

hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, antara lain:

Artinya: “Dari  ‘Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya
bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
“Siapa saja lelaki yang berzina dengan wanita merdeka maupun
budak wanita, maka anaknya ialah anak hasil zina. Dia tidak
mewarisi juga tidak diwarisi”’. (HR. Baihaqi).

Hadis ini secara spesifik menentukan ketiadaan hubungan waris
antara anak zina dengan laki-laki pezina. Anak zina tidak mendapat hak
waris dari laki-laki yang menyebabkan ia lahir, begitu juga sebaliknya.
Karena, hubungan waris mewarisi dalam Islam hanya berlaku dengan
syarat salah satunya ada hubungan nasab dan hubungan pernikahan yang
sah.

d. Hadis yang menerangkan bahwa anak terlahir di dunia itu dalam keadaan

fitrah, tanpa dosa, antara lain:

“Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra, jilid 6, (Bairut:
Dar al-Kutub al-‘Ulumiyah, 1994), him. 426.
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Artinya: “Dari Abu Hurairah, dia berkata;, “Rasulullah saw, telah
bersabda: “Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan
ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang
tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani,
ataupun Majusi”’. (HR. Muslim).

Hadis ini juga memiliki maksud yang sama dengan ketentun surat
al-An’am ayat 164 dan surat al-Zumar ayat 7 sebelumnya. Di mana anak
zina terlahir dari kondisi yang fitrah atau suci. Ia tidak memiliki beban
dosa dari perbuatan kedua orang tuanya. Sehingga, hak-hak yang melekat
pada anak zina wajib dipenuhi oleh orang yang masih memiliki
tanggungan kewajiban padanya, seperti ibu dan keluarga ibunya.
Berdasarkan empat hadis di atas, semakin memperkuat tentang kedudukan

anak zina di mata hukum Islam. Dalam ayat Alquran memang tidak ditemui
tentang nasab anak zina, berikut dengan kedudukan hak-hak keperdataannya.
Tetapi dalam minimal empat hadis ini secara umum telah merangkup hukum-
hukum tersebut. Dari ketentuan hadis tersebut, MUI hendak menerangkan kembali
tentang konsep Islam dalam mengatur nasab anak zina. Di mana, anak luar nikah
sebab zina hanya memiliki hubungan nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya

saja. Sedangkan kepada laki-laki yang menyebabkan ia lahir, meskupun sering

“Imam Muslim, Sahih al-Muslim, juz, 2, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 301..
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diistilahkan baginya sebagai ayah biologis, tetap terputus nasabnya.'®
Konsekuensi dari ketiadaan nasab ini, maka anak dengan laki-laki tersebut juga
tidak ada keterikatan hubungan waris, nafkah, bahkan perwalian sekalipun.'’
Terkait dengan poin nomor 5 huruf a fatwa MUI, secara khusus juga tidak
didasari pada ketentuan hadis-hadis di atas. Justru yang dinyatakan dalam hadis
adalah laki-laki zina dengan anak zina tidak memiliki hubungan waris, serta laki-
laki pezina juga tidak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan natkah atas anak
yang dihasilkannya. Untuk itu, sejauh amatan penulis, antara ayat Alquran dan
ketentuan beberapa hadis di atas, MUI tidak menjadikannya sebagai dasar

kewajiban laki-laki zina untuk memenuhi kebutuhan hidup anak zina.

3. Ijma’ Ulama.

Dalam fatwa MUI, juga dikutip beberapa rujukan Ijma’ Ulama tentang
kedudukan anak zina. MUI mengutip penjelasan dari Imam Ibn Abdil Barr dalam
kitab “al-Tamhid’, yang mengatakan bahwa apabila ada seseorang berzina dengan
perempuan yang memiliki suami, kemudian melahirkan anak, maka anak tidak
dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya
tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut. Adapun kutipan

lengkapnya adalah sebagai berikut:

"®Penamaan istilah “ayah biologis” dan “anak biologis” dalam Islam sebenarnya tidak
ditemukan. Kedua istilah ini justru dapat membangun persepsi yang keliru, di mana laki-laki
pezina (ayah biologis) dianggap masih ada keterikatan dengan anak yang dilahirkannya (anak
biologis), karena secara biologis mereka ada keterikatan. Sedangkan dalam Islam, anak zina
dengan “ayah biologis” sama sekali orang lain di antara mereka. Untuk itu, dalam kitab-kitab fikih
hanya ditemukan dengan istilah laki-laki pezina dan anak zina, atau istilah lain yang semakna.

""Penjelasan lengkap tentang nasab anak zina telah dikemukakan pada bab II sebelumnya.
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“Umat telah ijma’ (bersepakat) tentang hal itu dengan dasar hadis Nabi
saw, dan Rasul saw menetapkan setiap anak yang terlahir dari ibu, dan ada

suaminya, dinasabkan kepada ayahnya (suami ibunya), kecuali ia

menafikan anak tersebut dengan li’an, maka hukumnya hukum li’an”.'®

Selain itu, MUI juga mengutip penjelasan dari Imam Ibnu Qudamah dalam
Kitab “al-Mughni”, bahwa terdapat kesepakatan (ijma’) para ulama atas anak
yang lahir dari ibu, dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (menjadi
ayahnya), maka tidak dinasabkan kepadanya.'® Sebab, ayah dari anak telah jelas
dan tidak bisa diklaim oleh orang lain.

Berdasarkan dua kutipan di atas, dapat dipahami bahwa ulama telah
berijmak tentang nasab anak tidak dapat dipertalikan kepada laki-laki pezina.
Kemudian, dapat juga dipahami bahwa MUI mengutip dua penjelasan di atas
bukan dalam rangka mengambil dasar hukum tentang kewajiban laki-laki
memenuhi kebutuhan anak zina. Tetapi, sebagai keterangan penguat tentang
ketentuan hadis yang menyatakan nasan anak zina hanya kepada ibu dan keluarga
ibunya.

4. Atsar Shahabat.”’

Atsar sahabat yang digunakan MUI hanya sebagai dasar atas perlakuan

terhadap anak zina, yaitu dengan cara yang baik, artinya tidak ada perlakuan

diskriminasi terhadapnya. MUI menjelaskan tentang adanya wasia dari Khalifah

®Dimuat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Kedudukgn Nasab Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

1bid.

O Atsar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat, baik perkataan,
maupun perbuatan. Atsar ini juga sering disbeut dengan hadis mauquf, yaitu hadis yang hanya
sampai periwayatannya kepada para sahabat, dan tidak sampai kepada Nabi. Lihat dalam Munzier
Suparta, /lmu Hadis, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 23.
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‘Umar ibn al-Khattab ra, untuk senantiasa memperlakukan anak hasil zina dengan
baik, sebagaimana ditulis oleh Imam al-Shan’ani dalam kitab “al-Mushannaf”.*!
5. Kaidah sadd al-Zari’ah
MUI juga mengutip kaidah sadd al-zari’ah, yaitu menutup peluang atau
jalan.”? Dalam hal ini, menutup peluang atau jalan sekecil apapun terjadinya zina
serta akibat hukumnya.
6. Kaidah usaliyyah
MUI mengutip dua kaidah wusiliyyah, yaitu “Pada dasarnya, di dalam
larangan tentang sesuatu menuntut adanya rusaknya perbuatan yang terlarang
tersebut”’. Kemudian kaidah tentang “Tidak ada ijtihad di hadapan nash”. Kaidah
pertama konteksnya adalah larang zina. Di mana, Islam melarang perbuatan zina
karena ada kerusakan zina itu sendiri. Kaidah kedua bicara dalam konteks
larangan adanya ijtihad tentang menasabkan anak zina kepada laki-laki yang
mengakibatkan ia lahir. Hal ini nampaknya lebih mengacu pada bantahan terhadap
putusan MK yang menyatakan anak mempunyai hubungan kekerabatan dan
keperdataan dengan ayah biologis.
7. Kaidah fighiyyah
Setidaknya, MUI menggunakan 7 (tujuh) kaidah fighiyyah dalam usaha

menetapkan hukum (istinbar) tentang kedudukan anak zina. Namun secara

“'Dimuat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Kedudukan Nasab Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

22Wahbah Zuhaili menyebutkan sad al-zari’ah sebagai salah satu asas Syari’at Islam. Sad
al-zari’ah pada hakikatnya adalah melarang perkara-perkara yang hukum asalnya adalah mubah,
yang berpotensi bisa menjadi media atau pintu masuk yang membawa kepada masfsadah
(kerusakan) atau perkara-perkara yang di larang. Lihat dalam Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islamt
wa Adillatuh, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: gema Insani Pres, 2011), hlm.
223; keterangan yang sama juga banyak dimuat dalam kitab Ushul Figh, misalnya dalam Amir
Syarifuddin, Ushul Figh, jilid 2, cet. 3, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2011), hlm. 290.
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khusus, dalam kaitannya dengan penetapan adanya wewenang pemerintah untuk
mewajibkan laki-laki pezina untuk memenuhi kebutuhan anak, MUI nampaknya
menggunakan dua kaidah umum, selebihnya adalah kaidah fighiyyah yang
menerangkan tentang larangan berbuat kerusakan (termasuk perbuatan zina).
Adapun dua kaidah yang ada kaitannya dengan ketentuan putusan poin 5 huruf a
fatwa MUTI adalah sebagai berikut:

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin™.

Terkait adanya wewenang hakim dalam menjatuhkan hukuman ta zir
kepada pelaku zina untuk memenuhi kebutuhan hidup anak berdasarkan bunyi
kaidah sebagai berikut:

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada
kemaslahatan”.

Atas dasar dua kaidah inilah, MUI nampaknya mewajibkan laki-laki
pezina untuk memenuhi kebutuhan anak zina. Tujuannya sangat jelas, yaitu dapat
dilihat pada poin nomor 6, yang menyatakan bahwa hukuman yang mewajibkan
laki-laki untuk memenuhi kebutuhan hidup anak bertujuan untuk melindungi
anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki
yang mengakibatkan kelahirannya. Perlindungan anak dalam arti luas mencakup
kaidah fighiyyah pertama, yaitu segala mudarat (bagi anak) harus dihilangkan
sedapat mungkin, salah satunya adalah dengan menghukum laki-laki pezina untuk
memenuhi kebutuhannya.

Dari beberapa dasar hukum di atas, yang berkaitan dengan poin nomor 5

huruf a fatwa MUI hanya dalil dari kaidah fighiyyah. Metode istinbat hukum MUI
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yaitu metode maslahah yaitu menarik kemaslahatan dan menghilangkan
kemudharatan atau kerusakan.*

Berdasarkan keseluruhan dalil hukum yang digunakan MUI dalam meng-
istinbat hukum tentang kedudukan anak hasil zina, dapat disimpulkan bahwa MUI
berusaha menegasakan kembali tentang pentingnya menjaga nasab. Kemudian,
bagi anak zina, ditetapkan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan
keluarga ibunya, berikut dengan hal-hal yang mempengaruhi nasab seperti
hubungan waris, nafkah, dan perwalian. Sedangkan dengan laki-laki pezina, nasab
anak terputus sama sekali. Lebih lanjut, melalui metode maslahah, ditetapkan
bahwa demi kemaslahatan anak, maka laki-laki yang mengakibatkan ia lahir
dihukum dengan kewajiban memenuhi kebutuhan hidup anak. Meskipun, dalam
Islam antara anak dengan laki-laki tersebut sama sekali orang lain, dan masing-
masing mereka tidak dibebani tanggung jawab sebagaimana tanggung jawab

antara anak dengan ayah yang sah.

3.5. Analisis Penulis
Sedikit mengulang kembali tentang permasalahan nasab anak zina, bahwa
Islam secara tegas menyatakan konsekuensi dari perbuatan zina adalah tidak

terjaganya nasab. Sebagaimana diketahui, bahwa menjaga nasab adalah salah satu

2K ata maslahat atau Maslahah berasal dari kata salaha, yang secara arti kata adalah baik.
Setiap sesuatu yang mengandung manfaat disebut sebagai maslahah, sedangkan lawannnya adalah
mafsadah. Dikutip dalam buku Amir Syarifuddin, Ushul Figh, cet. 6, jilid 2, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2011), hlm. 345; menurut Izzuddin bin Abdus Salam, maslahah dan
mafsadah sering juga dimaksudkan dengan baik dan buruk, manfaat dan mudarat, bagus dan jelek.
Secara istilah, maslahah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau
kerusakan yang dapat merugikan manusia. Lihat dalam Abdul Manan, Refoemasi Hukum Islam di
Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 260-261.
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tujuan disyariatkannnya hukum Islam. Untuk itu, tujuan ini dapat terealisasi ketika
perzinaan tidak dilakukan. Mengutip apa yang didalilkan oleh MUI tentang nasab,
yaitu seperti yang tertulis dalam surat al-Furgan ayat 54, yang menyatakan asal
mula dijadikan manusia punya keturunan, yaitu melalui musaharah atau
perkawinan yang sah. Oleh karena itu, antara konsep perkawinan dengan
keturunan saling mengikat satu sama lain. Dengan adanya perkawinan yang sah,
maka keturunan pun juga sah dan diakui oleh hukum.

Asal mula adanya nasab adalah karena adanya perkawinan yang sah.
Sedangkan keturunan yang dibuahi dari persetubuhan di luar syara’, tidak dapat
dihukumi sama seperti keturunan dari persetubuhan melalui jalan perkawinan
yang sah. Di sini, menarik untuk dicermati bahwa hubungan kausalitas (sebab
akibat) yang legal dimaksudkan syara’ adalah hubungan kausalitas antara
perkawinan (yang menjadi sebab) dengan perolehan keturunan atau anak
(akibatnya). Tetapi, antara perzinaan dengan perolehan keturunan bukan sebagai
hubungan sebab akibat yang legal.

Lebih lanjut, ketika ada perkawinan yang sah dan melahirkan keturunan
yang sah pula, maka di sini juga berlaku hubungan nasab antara orang tua dengan
anak-anaknya. Pada tahap selanjutnya, anak dan orang tuanya (ayah dan ibu)
saling terikat dalam masalah warisan, kemudian ayah berkewajiban pula memberi
nafkah atas anaknya, berikut dengan perwaliannya.

Dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup anak, penulis
berkesimpulan bahwa kebutuhan hidup anak berupa nafkah, hanya dapat

dilakukan oleh laki-laki sebagai ayah kandungnya yang sah. Tetapi, dalam kasus
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dimana anak tersebut adalah anak zina, maka laki-laki yang dianggap sebagai
ayah biologis tetap tidak berkewajiban memberikan nafkah. Mengenai poin 5
huruf a fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan pemerintah
berwenang menjatuhkan hukuman fa Zir pada lelaki pezina yang mengakibatkan
lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak
tersebut, hal ini harus dilihat dari dua sisi.

Pertama, bahwa jika ketentuan tentang kewajibkan laki-laki pezina untuk
mencukupi kebutuhan hidup anak hanya semata sebagai bentuk sanksi yang dapat
diberikan pemerintah, maka hal ini tidak menyalahi konsep awal hukum Islam,
yaitu antara anak zina dengan pelaku zina tidak ada keterikatan kewajiban nafkah.
Karena, pemerintah di sini mempunyai kewenangan penuh untuk menciptakan
kehidupan masyarakat yang mashlahat dan adil. Pemberian sanksi kepada pelaku
zina tersebut sesuai dengan konsep hukuman dalam Islam, salah satunya yaitu
ta Zir. Dalam hukum Islam, jenis-jenis hukuman yaitu hukuman sadd bagi tindak
pidana hudiid, hukuman setimpal dalam tindak pidana gisas seperti pembunuhan
dan penganiayaan, dan hukuman ta Zir bagi tindak pidana ta Zir. Hukuman ta Zir
merupakan salah satu jenis hukuman yang dapat diberikan oleh pemerintah atau
hakim yang belum dijelaskan secara tegas dalam dalil-dalil hukum Islam. 7a Zir
berfungsi sebagai pengajaran atau pendidikan bagi masyarakat agar tidak
melakukan suatu kejahatan.”* Dalam konteks ini, pemerintah berwenang
menetapkan adanya tanggung jawab pembebanan nafkah sebagai hukuman ta zir

dari laki-laki pezina terhadap anak hasil zinanya.

*Wahbah Zuhaili, Fikih Islam, (Terj: Abdul Hayyi al-Kattani, dkk), Jilid 8, (Jakarta:
Gema Insani Press, 2011), him. 308.
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Kedua, bahwa jika ketentuan tentang kewajibkan laki-laki pezina untuk
mencukupi kebutuhan hidup anak di samping sebagai sebuah sanksi hukum, juga
bagian dari anggapan laki-laki tersebut masih mempunyai tanggung jawab atas
anak, maka pemaknaan hukum MUI semacam ini keliru dan bertentangan dengan
konsep hukum Islam.

Dalam kaitannya dengan poin pertama tersebut, harus dipahami bahwa
pemenuhan kebutuhan hidup anak zina dimaknai semata sebagai bentuk
perlindungan hukum anak, dengan tujuan menjaga kemaslahatan. Pemenuhan
kebutuhan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai natkah, dan tidak pula dimaknai
sebagai bentuk tanggung jawab ayah biologis terhadap anaknya. Akan tetapi,
harus dimaknai hanya sebagai bentuk hukuman untuk memberi perlindungan bagi
anak zina.

Dalam Islam, tidak dikenal adanya hukuman bagi pezina untuk memenuhi
kebutuhan hidup anak yang ia hasilkan. Adapun hukuman bagi pezina adalah
wajib dicambuk seratu kali (khusus yang belum kawin), dan dirajam (bagi yang
pernah kawin). Oleh karena itu, MUI merumuskan konsep hukuman dengan
memenuhi kebutuhan hidup anak bagi laki-laki pezina tersebut dengan konsep
hukum ta’Zir, artinya tidak ada dalil yang secara khusus menjelaskan tentang
hukum tersebut, untuk itu pemerintah berwenang menghukumnya dengan

hukuman ta zir.
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PENUTUP

Setelah dilakukan pembahasan serta melakukan analisis mengenai masalah
tentang hubungan kewajiban nafkah anak dengan pertalian nasab (analisis tentang
pemenuhan kebutuhan hidup anak zina dalam fatwa MUI nomor 11 tahun 2012),
yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan

dan saran atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

4.1. Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara nasab dengan kewajiban terhadap
pemenuhan nafkah anak dalam hukum Islam memiliki hubungan timbal balik.
Kewajiban nafkah anak atas seseorang baru ada ketika adanya hubungan nasab.
Konsep kewajiban nafkah anak dalam Islam merupakan bagian konsekuensi
adanya nasab. Hubungan nasab ini baru ada ketika didahului oleh hubungan
perkawinan yang sah.

2. Adapun dalil hukum yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam
menetapkan kewajiban pemenuhan kebutuhan hidup anak yang lahir di luar
nikah oleh laki-laki yang menyebabkan kelahirannya yaitu dalil dari kaidah
fighiyyah, yang menyatakan kemudharatan sedapat mungkin harus dihilangkan.
Kemudharatan bagi anak zina harus dihilangkan dengan menghukum laki-laki
pezina untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang dihasilkannya. Metode

istinbat hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu melalui
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metode maslahah. Perlindungan dan kemaslahatan hidup anak harus
ditagakkan melalui wewenang pemerintah menghukum ta zir pelaku zina

untuk memenuhi kebutuhan hidup anak zina.

4.2. Saran

1. Hendaknya, putusan fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, khususnya pada poin
ke 5 huruf a yang menyatakan kewajibkan pelaku zina untuk mencukupi
kebutuhan hidup anak yang dihasilkan, tidak dimaknai sebagai kebutuhan
nafkah, atau tanggung jawab ayah biologis, melainkan harus dimaknai sebagai
hukuman dari pemerintah. Karena, Islam tidak menetapkan adanya tanggung
jawab nafkah bagi laki-laki pezina terhadap anak yang dihasilkannnya.

2. Mengingat Fatwa MUI ini adalah salah satu bentuk jawaban atas kekeliruan
putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang merivisi ketentuan Pasal 43
Undang-Undang Perkawinan, maka Pengadilan Agama atau Mahkamah
Syar’iyah yang berwenang menyelesaikan perkara antara umat Islam,
khususnya tentang keperdataan anak luar nikah sebab zina, hendaknya

mempertimbangakan ketentuan fatwa MUI ini.
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FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 11 Tahun 2012
Tentang

KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA

,_@M%,\___._J

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG

MENGINGAT

a. bahwa dalam Islam, anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak

membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina;

. bahwa dalam realitas di masyarakat, anak hasil zina seringkali

terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak
bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta
seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan
terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan
kepada ibu;

. bahwa terhadap masalah tersebut, Mahkamah Konsitusi dengan

pertimbangan memberikan perlindungan kepada anak dan
memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan
kelahirannya untuk bertanggung jawab, menetapkan putusan
MK Nomor 46/PUU-VI11/2010 yang pada intinya mengatur
kedudukan anak vyang dilahirkan di luar perkawinan
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi
dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan
darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

. bahwa terhadap putusan tersebut, muncul pertanyaan dari

masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama
terkait dengan hubungan nasab, waris, nafagah dan wali nikah
dari anak hasil zina dengan laki-laki yang mengakibatkan
kelahirannya menurut hukum Islam;

. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa

tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya
guna dijadikan pedoman.

. Firman Allah SWT:

a. Firman Allah yang mengatur nasab, antara lain :

G Oy Ve LS Abie Vg ;w AECTFPAU A

z

e

-

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia
jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan
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b. Firman Allah yang melarang perbuatan zina dan seluruh hal
yang mendekatkan ke zina, antara lain:

z

Llcw;u)wbo\_%u\b)\\f U)

-

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu
adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk
“(QS. Al-lsra : 32).

D5 A 0, 0 AT L 08 U
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“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain
beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan
Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan
tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu,
niscaya dia mendapat (pembalasan) dosanya, yakni akan
dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan
kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina” (QS. Al-Furgan:
68 — 69)

c. Firman Allah yang menjelaskan tentang pentingnya
kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan, antara lain:

358 45 8l K05 (55 sl fesl g 0

db «U\MM$}AV_€.;L;U V.Aj}b\ JMMJ\ TRVIRNY' u’J‘
v&J\p}JJJ\@ '\};gvﬁgpuwg

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak
kandungmu  (sendiri). Yang demikian itu hanyalah
perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang
sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai)
nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi
Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka,
maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu
seagama dan maula-maulamu. (QS. Al-Ahzab: 4 - 5).

v&uﬂps s Ll (SVLIE\ J,uﬂ
.... (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu
(menantu) “ (QS. Al-Nisa: 23).

d. Firman Allah yang menegaskan bahwa seseorang itu tidak
memikul dosa orang lain, demikian juga anak hasil zina
tidak memikul dosa pezina, sebagaimana firman-Nya'

J‘ f 6}" JJ) °JJ‘} J;: Y) e V‘ u“"’" Jf *—*M-<-’ Y)
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Dan tidaklah  seorang membuat dosa melalnkan
kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang
yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain526.
Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembah dan akan

7 o~
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“Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang
lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia
memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan
dalam (dada)mu. (QS. Al-Zumar: 7)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

a. hadis yang menerangkan bahwa anak itu dinasabkan kepada
pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firasy),
sementara pezina harus diberi hukuman, antara lain:

E}o)o/ P /o /w‘ /o/

/n} s 280 /c/ £ o Ror
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Dari ‘Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Sa’d ibn Abi Waqqash
dan Abd ibn Zam’ah berebut terhadap seorang anak lantas
Sa’d berkata: Wahai Rasulallah, anak ini adalah anak saudara
saya ‘Utbah ibn Abi Waqgqash dia sampaikan ke saya
bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. ‘Abd
ibn Zum’ah juga berkata: “Anak ini saudaraku wahai
Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (firasy) ayahku dari
ibunya. Lantas Rasulullah saw melihat rupa anak tersebut dan
beliau melihat keserupaan yang jelas dengan ‘Utbah, lalu
Rasul bersabda: “Anak ini saudaramu wahai ‘Abd ibn Zumah.
Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan
yang melahirkan (firasy) dan bagi pezina adalah (dihukum)
batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam’ah.
Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali.
(HR. Al-Bukhari dan Muslim)

QJU&J})(LEJEOJ}JA:JTJ;WUJ)]«&U&
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“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia
berkata: seseorang berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya si

fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa
iahilivvah, Rasulullah saw pun bersabda: “tidak ada
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jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari
perempuan yang melahirkan (firasy) dan bagi pezina adalah
batu (dihukum)” (HR. Abu Dawud)

b. hadis yang menerangkan bahwa anak hazil zina
dinasabkan kepada ibunya, antara lain:

S e el 8V U Wy 3 ey ale B Lo U6
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Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: “Bagi keluarga
ibunya ...” (HR. Abu Dawud)

c. hadis yang menerangkan tidak adanya hubungan kewarisan
antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan
kelahirannya, antara lain:

Y« L:) ..\.SJJJ}H;O bi)isﬁﬁb&) U{j” JGV.L.&)‘L:.LG
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“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa
Rasulullah saw bersabda: Setiap orang yang menzinai
perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya

adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan “.
(HR. Al-Turmudzi)

d. hadis yang menerangkan larangan berzina, antara lain:
b magy pe Ui JB 4 Al =2 Gsie gl of
L Ld ol &> Wl a3 p 3 Ll
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Dari Abi Marzuq ra ia berkata: Kami bersama Ruwaifi’
ibn Tsabit berperang di Jarbah, sebuah desa di daerah
Maghrib, lantas ia berpidato: “Wahai manusia, saya
sampaikan apa yang saya dengar dari Rasulullah saw
pada saat perang Hunain seraya berliau bersabda:
“Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah
dan Rasul-Nya menyiram air (mani)nya ke tanaman orang
lain (berzina)’ (HR Ahmad dan Abu Dawud)

e. hadis yang menerangkan bahwa anak terlahir di dunia
itu dalam keadaan fitrah, tanpa dosa, antara lain:



Fatwa tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya 5

Hﬂjw&\&p@\gjt}d&wﬁé\@bjéﬁﬁgf&;
‘ULM«?;,QJT d\j@g ji 4}\3}.@.3 o\).gt% SJ.JQA.S‘LSLC«JJ}& JJJ}AJ{

(pheny S ) ol )

Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Nabi saw bersabda: “Setiap
anak terlahir dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanyalah yang
menjadikannya seorang yahudi, nasrani, atau majusi. (HR al-
Bukhari dan Muslim)

3. jma’ Ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam lbn Abdil
Barr dalam “al-Tamhid” (8/183) apabila ada seseorang berzina
dengan perempuan yang memiliki suami, kemudian melahirkan
anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang
menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut,
dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut.

ooy ade B Lo s oo Y s e a1 caaly!
So e Ol i Of V) Jls ST e BN )

”O\,xlj‘
Umat telah ijma’ (bersepakat) tentang hal itu dengan dasar
hadis Nabi saw, dan Rasul saw menetapkan setiap anak yang
terlahir dari ibu, dan ada suaminya, dinasabkan kepada

ayahnya (suami ibunya), kecuali ia menafikan anak tersebut
dengan li’an, maka hukumnya hukum [i’an.

Juga disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Kitab al-
Mughni (9/123) sebagai berikut:

wimly ¥ al =T olesls Jor, gl p e aly13) &l e fsmaly
Para Ulama bersepakat (ijma’) atas anak yang lahir dari ibu,

dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (menjadi
ayahnya), maka tidak dinasabkan kepadanya.

4. Atsar Shahabat, Khalifah ‘Umar ibn al-Khattab ra berwasiat
untuk senantiasa memperlakukan anak hasil zina dengan baik,
sebagaimana ditulis oleh Imam al-Shan’ani dalam “al-
Mushannaf” Bab ‘Itq walad al-zina” hadits nomor 13871.

5. Qaidah Sadd al-Dzari’ah, dengan menutup peluang sekecil
apapun terjadinya zina serta akibat hukumnya.

6. Qaidah ushuliyyah :

we g olud sz g 3 e Y
“Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menuntut
adanya rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut”

o2 350 3 olgl Y
“Tidak ada ijtihad di hadapan nash”
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MEMPERHATIKAN :

Aolin) (S Bl
“ Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan
dituju “

g&p\ J.L;L X
“Segala mudharat (bahaya) harus dihlndarkan sedapat
mungkin”.

059 2 e
“Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan
bahaya yang lain.”
el s o 25 i (03
“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan
maslahat.

¢ . 8, .8 % se . Pa. s
“Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk
menghindarkan dharar yang bersifat umum (lebih luas).”

Jb \;;pt;@i;s;j)o\,ﬂ)\ O in ) 15

¢

"Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling
bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar
dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko
bahayanya lebih kecil."

Ly Ly e G ¢w\ s,

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan
pada kemaslahatan.”

s
i

1. Pendapat Jumhur Madzhab Fikih Hanafiyyah, Malikiyyah,

Syafi’iyyah, dan Hanabilah yang menyatakan bahwa prinsip
penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan
yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada
akibat hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina
dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang
menzinai, sebagaimana termaktub dalam beberapa kutipan
berikut:

a. Ibn Hajar al-*Asqalani:

N I SO UV [ RS E R RPN g e
tally cae i) QWIS g B Lol 3B iy Ll 4 g
JB & T A G W ey s o) g s 1)
Ay Ol Ay ad) gl gl Tkt el
Ol il B2 may (JlL ot By (U toved

AS oy lan 'l /\AZ? A'ST LJ.Q“ Ale fy el s sd ), /C_:\“ J!AS‘
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Diriwayatkan dari Imam Syafe’i dua pengertian tentang makna
dari hadits ““ Anak itu menjadi hak pemilik kasur/suami “
Pertama : Anak menjadi hak pemilik kasur/suami selama ia
tidak menafikan/mengingkarinya. Apabila pemilik kasur/suami
menafikan anak tersebut (tidak mengakuinya) dengan prosedur
yang diakui keabsahannya dalam syariah, seperti melakukan
Li’an, maka anak tersebut dinyatakan bukan sebagai anaknya.
Kedua : Apabila bersengketa (terkait kepemilikan anak) antara
pemilik kasur/suami dengan laki-laki yang menzinai istri/budak
wanitanya, maka anak tersebut menjadi hak pemilik
kasur/suami.

Adapun maksud dari *“ Bagi Pezina adalah Batu *“ bahwa laki-
laki pezina itu keterhalangan dan keputus-asaan. Maksud dari
kata Al-‘AHAR dengan menggunakan dua fathah (pada huruf
‘ain dan ha’) adalah zina. Ada yang berpendapat bahwa kata
tersebut digunakan untuk perzinaan yang dilakukan pada
malam hari.

Oleh karenanya, makna dari keputus-asaan disini adalah
bahwa laki-laki pezina tersebut tidak mendapatkan hak nasab
atas anak yang dilahirkan dari perzinaannya. Pemilihan kata
keputus-asaan di sini sesuai dengan tradisi bangsa arab yang
menyatakan “Baginya ada batu” atau : Di mulutnya ada batu”™
buat orang yang telah berputus asa dari harapan.

Ada yang berpendapat bahwa pengertian dari batu di sini
adalah hukuman rajam. Imam Nawawi menyatakan bahwa
pendapat tersebut adalah lemah, karena hukuman rajam hanya
diperuntukkan buat pezina yang muhshan (sudah menikah). Di
sisi yang lain, hadits ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan
hokum rajam, tapi dimaksudkan untuk sekedar menafikan hak
anak atas pezina tersebut. Oleh karena itu Imam Subki
menyatakan bahwa pendapat yang pertama itu lebih sesuai
dengan redaksi hadits tersebut, karena dapat menyatakan
secara umum bahwa keputus-asaan (dari mendapatkan hak
anak) mencakup seluruh kelompok pezina (muhshan atau
bukan muhshan).

b. Pendapat Imam al-Sayyid al-Bakry dalam kitab “/’anatu al-
Thalibin” juz 2 halaman 128 sebagai berikut:
Y iy Uy OV e Y U

Anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya
dinasabkan kepada ibunya.

c. Pendapat Imam Ibn Hazm dalam Kitab al-Muhalla juz 10
halaman 323 sebagai berikut :

Jor M gk Yy 4 cdes 35 13 STAL ke A

Anak itu dinasabkan kepada ibunya jika ibunya berzina da

| DN - [ DN DR RN D D [ D R
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2. Pendapat Imam Ibnu Nujaim dalam kitab “al-Bahr al-Raiq
Syarh Kanz ad-Dagaiq™:
ZJ.A:.:MJ/OU‘(M(U‘A@}-JQL&UU\JJS\JJ)QJJ})

o v
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ﬂ.é U
Anak hasil zina dan /i’an hanya mendapatkan hak waris dari
pihak ibu saja, karena nasabnya dari pihak bapak telah
terputus, maka ia tidak mendapatkan hak waris dari pihak
bapak, sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu,
maka ia memiliki hak waris dari pihak ibu, saudara perempuan
seibu dengan fardh saja (bagian tertentu), demikian pula
dengan ibu dan saudara perempuannya yang seibu, ia
mendapatkan bagian fardh (tertentu), tidak dengan jalan lain.

3. Pendapat Imam Ibn ‘Abidin dalam Kitab “Radd al-Muhtar ‘ala
al-Durr al-Mukhtar” (Hasyiyah Ibn ‘Abidin) sebagai berikut :

Olaasll 3 ols 8 U (Laib oY) a2 Ollly U Wy & 4y

Anak hasil zina dan /i’an hanya mendapatkan hak waris dari
pihak ibu saja, sebagaimana telah kami jelaskan di bab yang
menjelaskan tentang Ashabah, karena anak hasil zina tidaklah
memiliki bapak.

4. Pendapat Ibnu Taymiyah dalam kitab “al-Fatawa al-Kubra” :
S 500 LSS T 0 SRR g oLl Gl
-0 //nfﬂ.éf/&// ol ¥ g ; Y G oo o o ofo 7
d\@\e‘k;ﬁ;w\w}gd\yww.ﬁy
e r@”r.;f 35 087y ¢ sl a0 o ainl 3 A s
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Para ulama berbeda pendapat terkait istilhaq (penisbatan)
anak hasil zina apabila si wanita tidak memiki pemilik
kasur/suami atau sayyid (bagi budak wanita). Diriwatkan
dalam hadits bahwa Rasulullah SAW menisbatkan anak budak
wanita Zam’ah ibn Aswad kepadanya (Zam’ah), padahal yang
menghamili budak wanita tersebut adalah Uthbah ibn Abi
Waqqosh. Sementara itu, Sa’ad menyatakan : anak dari budak
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MENETAPKAN

Pertama

(kata Sa’ad) ditugaskan untuk merawatnya seperti anakku
sendiri”. Abd ibn Zam’ah membantah dengan berkata : “anak
itu adalah saudaraku dan anak dari budak wanita ayahku, ia
dilahirkan di atas ranjang ayakku ”. Rasulullah SAW bersabda:
“anak itu menjadi milikmu wahai Abd ibn Zam’ah, anak itu
menjadi hak pemilik kasur dan bagi pezina adalah batu”,
kemudian Rasulullah bersabda : “Berhijablah engkau wahai
Saudah (Saudah binti Zam’ah — Istri Rasulullah S4AW)”,
karena beliau melihat kemiripan anak tersebut dengan Utbah,
maka beliau menjadikan anak tersebut saudara Saudah binti
Zam’ah dalam hal hak waris, dan tidak menjadikannya sebagai
mahram.

5. Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dengan judul “Ahkam al-Aulad

al-Natijin ‘an al-Zina” yang disampaikan pada Daurah ke-20
Majma’ Figh Islami di Makkah pada 25 — 29 Desember 2010
yang pada intinya menerangkan bahwa, jika ada seseorang laki-
laki berzina dengan perempuan yang memiliki suami dan
kemudian melahirkan anak, terdapat ijma ulama, sebagaimana
disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam “al-Tamhid”
(8/183) yang menegaskan bahwa anak tersebut tidak dinasabkan
kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari
ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak
tersebut melalui /i’an. Sementara, jika ia berzina dengan
perempuan yang tidak sedang terikat pernikahan dan melahirkan
seorang anak, maka menurut jumhur ulama madzhab delapan,
anak tersebut hanya dinasabkan ke ibunya sekalipun ada
pengakuan dari laki-laki yang menzinainya. Hal ini karena
penasaban anak kepada lelaki yang pezina akan mendorong
terbukanya pintu zina, padahal Kkita diperintahkan untuk
menutup pintu yang mengantarkan pada keharaman (sadd al-
dzari’ah) dalam rangka menjaga kesucian nasab dari perilaku
munkarat.

5. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang

Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 3,
8, dan 10 Maret 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

FATWA TENTANG ANAK HASIL ZINA DAN
PERLAKUAN TERHADAPNYA

Ketentuan Umum

Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari
hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut
ketentuan agama, dan merupakan jarimah (tindak pidana
kejahatan).

2. Hadd adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk

dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash

3. Ta’zir adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk

dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang
berwenang menetapkan hukuman)

N \AlJaciat wnrattlrhalh AAALAL LAt Al arm 11lil o Aarvarve: fanmciiacna yrarl A
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Kedua

Ketiga

zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina
sepeninggalnya.

Ketentuan Hukum

1.

Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali
nikah, waris, dan nafagah dengan lelaki yang mengakibatkan
kelahirannya.

Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris,
dan nafagah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang
dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.

Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang,
untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzh al-
nasl).

Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta zir kepada
lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan
mewajibkannya untuk :

a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat
wajibah.

Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan
melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab
antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan
kelahirannya.

Rekomendasi

1.

DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun
peraturan perundang-undangan yang mengatur:

a. hukuman berat terhadap pelaku perzinaan yang dapat
berfungsi sebagai zawajir dan mawani’ (membuat pelaku
menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi
takut untuk melakukannya);

b. memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik
aduan karena zina merupakan kejahatan yang menodai
martabat luhur manusia.

Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai
dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.

Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah
terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan
hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan
akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak
menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan
kelahirannya.

Pemerintah wajib mengedukasi masyarakat untuk tidak
mendiskriminasi anak hasil zina dengan memperlakukannya
sebagaimana anak yang lain. Penetapan nasab anak hasil zina
kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan
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Keempat :  Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan
diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat
mengetahuinya,  menghimbau  semua  pihak  untuk
menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Padatanggal : 18 Rabi’ul Akhir 1433 H
10Maret 2012M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua Sekretaris

Sfe o e — —

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA D

- ASRORUN NI’AM SHOLEH, MA
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